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PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 2 TAHUN 2014 
TENTANG 
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 



Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan 
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5071); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5286); 

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 
Kementerian sebagaimana telah tujuh kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 
Tahun 2013; 



4. Peraturan. 
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4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 
Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana 
telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala 
Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 
Tahun 2010; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK 
INDONESIA TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan: 

1. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, 
format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, 
distribusi dan media yang digunakan dalam 
komunikasi kedinasan. 

2. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat 
komunikasi kedinasan yang dibuat oleh pejabat yang 
berwenang di lingkungan lembaga negara, 
pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, 
BUMN/ BUMD dalam rangka penyelenggaraan tugas 
pemerintahan dan pembangunan. 

3. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam 
berbagai bentuk dan media sesuai dengan 
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 
yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, 
pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, 
perusahaan, organisasi politik, organisasi 
kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

4. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara 
langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan 
selama jangka waktu tertentu. 



5. Format. 
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5. Format adalah susunan dan bentuk naskah yang 
menggambarkan tata letak dan redaksional, serta 
penggunaan lambang negara, logo dan cap dinas. 

6. Lembaga Negara adalah lembaga yang menjalankan 
cabang-cabang kekuasaan negara meliputi eksekutif, 
legislatif, yudikatif, dan lembaga lain yang fungsi dan 
tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan 
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- 
luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

8. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN 
adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/ atau 
diselenggarakan oleh Pemerintah. 

9. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat 
BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 
besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan 
secara langsung yang berasal dari kekayaan negara 
yang dipisahkan. 

10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat 
BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 
modalnya dimiliki oleh pemerintahan daerah melalui 
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan 
pemerintahan daerah yang dipisahkan. 

11. Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas adalah 
hak dan kewajiban yang ada pada pejabat untuk 
menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan 
tanggung jawab kedinasan pada jabatannya. 



12. Kop. 
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12. Kop Surat Dinas adalah kepala surat yang menunjukan 
jabatan atau nama lembaga negara, pemerintahan 
daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN/ BUMD tertentu 
yang ditempatkan dibagian atas kertas. 

13. Kop Amplop Surat Dinas adalah kepala sampul surat 
yang menunjukan jabatan atau nama lembaga negara, 
pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, 
BUMN/ BUMD tertentu yang ditempatkan dibagian atas 
sampul surat. 

14. Lambang Negara adalah simbol negara yang dituangkan 
dalam gambar burung garuda sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan . 

15. Logo adalah gambar/ huruf sebagai identitas lembaga 
negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, 
dan BUMN/ BUMD. 

16. Kertas Permanen adalah kertas yang bebas asam (acid 
free) atau memiliki tingkat keasaman rendah, memiliki 
keawetan dan daya tahan tinggi dalam jangka waktu 
lama. 

Pasal 2 

(1) Pedoman Tata Naskah Dinas merupakan acuan bagi 
lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan 
tinggi negeri, dan/ atau BUMN/ BUMD dalam 
penyusunan tata naskah dinas. 

(2) Ruang lingkup Pedoman Tata Naskah Dinas meliputi: 

a. jenis dan format naskah dinas; 

b. pembuatan naskah dinas; 

c. pengamanan naskah dinas; 

d. kewenangan penandatanganan; dan 

e. pengendalian naskah dinas. 



Pasal 3. 
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Pasal 3 

Ketentuan mengenai Pedoman Tata Naskah Dinas 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

Pasal 4 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Kepala ini dengan 
menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 



Ditetapkan di Jakarta, 
pada tanggal 28 Maret 2014 

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

MUSTARI IRAWAN 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 2014 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 



AMIR SYAMSUDIN 



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 



Salinan sesuai dengan aslinya 
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 
Kepala^B^ff^ukum dan Kepegawaian, 




LAMPIRAN 

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 2 TAHUN 2014 
TENTANG 

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS 



PEDOMAN TATA NASKAH DINAS 

SISTEMATIKA 

BAB I JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS 

A. Naskah Dinas Arahan 

1 . Naskah dinas pengaturan; 

a) Peraturan; 

b) Pedoman; 

c) Petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis; 

d) Instruksi; 

e) Standar Operasional Prosedur (SOP); dan 

f) Surat edaran. 

2. Naskah dinas penetapan (keputusan); dan 

3. Naskah dinas penugasan (surat perintah/ surat tugas). 

B. Naskah Dinas Korespondensi 

1 . Naskah dinas korespondensi intern; 

a) nota dinas; dan 

b) disposisi; 

2. Naskah dinas korespondensi ekstern. 

C. Naskah Dinas Khusus 

1 . surat perjanjian; 

a) Perjanjian dalam negeri; dan 

b) Perjanjian internasional. 

2. Surat kuasa; 

3. Berita acara; 

4. Surat keterangan; 

5. Surat pengantar; dan 

6. Pengumuman. 

D. Laporan 

E. Telaah staf 



BAB II. 
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BAB II PEMBUATAN NASKAH DINAS 

A. Persyaratan pembuatan; 

B. Penomoran naskah dinas; 

C. Penggunaan kertas, amplop dan tinta; 

D. Ketentuan jarak spasi, jenis dan ukuran huruf, serta kata 
penyambung; 

E. Penentuan batas/ ruang tepi; 

F. Nomor halaman; 

G. Tembusan; 

H. Lampiran; 

I. Penggunaan logo lembaga/ lambang negara; 

J. Pengaturan paraf naskah dinas dan penggunaan cap; dan 
K. Perubahan, pencabutan, pembatalan dan ralat naskah dinas. 



BAB III PENGAMANAN NASKAH DINAS 

A. Penentuan Kategori Klasifikasi Keamanan dan Akses Naskah 
Dinas; 

B. Perlakuan Terhadap Naskah Dinas Berdasarkan Klasifikasi 
Keamanan dan Akses; 

1. pemberian kode derajat klasifikasi keamanan dan akses; 

2 . pemberian nomer seri pengaman dan security printing; dan 

3. pembuatan dan pengawasan naskah dinas yang bersifat 
rahasia. 



BAB IV KEWENANGAN PENANDATANGANAN 

A. Penggunaan garis kewenangan; 

B. Penandatanganan; dan 

C. Kewenangan penandatanganan. 



BAB V PENGENDALIAN NASKAH DINAS 

A. Naskah dinas masuk; dan 

B. Naskah dinas keluar. 



BAB I. 



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 

- 9 - 
BAB I 

JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS 

A. Naskah Dinas Arahan 

Naskah dinas arahan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan 
pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan 
dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan setiap lembaga 
yang berupa produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan, dan 
penugasan. 

1 . Naskah Dinas Pengaturan 

Naskah dinas yang bersifat pengaturan terdiri dari Peraturan 
Perundang-undangan, Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan, Instruksi, 
Standar Operasional Prosedur, dan Surat Edaran, 
a. Peraturan 

1) Pengertian 

Peraturan adalah naskah dinas yang berlaku dan mengikat 
secara umum, bersifat mengatur dan memuat kebijakan pokok. 

2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan 

Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani 
peraturan adalah pimpinan tertinggi lembaga. 

3) Susunan 

a) Judul 

(1) Judul peraturan memuat keterangan mengenai jenis, 
nomor, tahun penetapan, dan nama peraturan. 

(2) Nama peraturan dibuat secara singkat dan mencerminkan 
isi peraturan. 

(3) Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang 
diletakkan di tengah margin, tanpa diakhiri tanda baca. 

b) Pembukaan 

Pembukaan peraturan terdiri dari hal-hal sebagai berikut: 
(1) Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa ditulis 
seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan 
di tengah margin. 



(2) Nama. 
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(2) Nama jabatan pejabat yang menetapkan peraturan ditulis 
seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan 
di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma. 

(3) Konsiderans diawali dengan kata Menimbang. 

(a) Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok- 
pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan 
pembuatan peraturan. 

(b) Pokok-pokok pikiran pada konsiderans memuat unsur 
filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar 
belakang pembuatannya. 

(c) Pokok-pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa 
peraturan dianggap perlu untuk dibuat adalah kurang 
tepat karena tidak mencerminkan tentang latar 
belakang dan alasan dibuatnya peraturan. 

(d) Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok 
pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam 
rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan 
pengertian. 

(e) Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad 
dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali 
dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca 
titik koma. 

(4) Dasar Hukum diawali dengan kata Mengingat. 

(a) Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan 
peraturan. 

(b) Peraturan perundang-undangan yang digunakan 
sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang- 
undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. 

(c) Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang 
dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan 
pencantuman perlu memperhatikan tata urutan 
peraturan perundang-undangan dan jika 
tingkatannya sama disusun secara kronologis 
berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya. 



(d) Undang. 
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(d) Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan 
Peraturan Presiden perlu dilengkapi dengan 
pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia 
dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
yang diletakkan di antara tanda baca kurung. 
(5) Diktum terdiri dari: 

(a) kata Memutuskan, yang ditulis seluruhnya dengan 
huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan 
diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan 
di tangah margin. 

(b) kata Menetapkan, yang dicantumkan sesudah kata 
Memutuskan, disejajarkan ke bawah dengan kata 
Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata 
Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri 
dengan tanda baca titik dua. 

c) Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh peraturan terdiri dari: 

(1) Semua substansi peraturan perundang-undangan yang 
dirumuskan dalam pasal-pasal. 

(2) Substansi peraturan perundang-undangan terdiri dari: 

(a) Ketentuan Umum; 

(b) Materi Pokok yang diatur; 

(c) Ketentuan Sanksi (jika diperlukan); 

(d) Ketentuan Peralihan (jika diperlukan); dan 

(e) Ketentuan Penutup. 

d) Kaki 

Bagian kaki peraturan ditempatkan di sebelah kanan bawah, 
yang terdiri dari: 

(1) tempat (nama kota sesuai dengan alamat lembaga) dan 
tanggal penetapan peraturan; 

(2) nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis 
dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca 
koma; 

(3) tanda tangan pejabat yang menetapkan peraturan; dan 



(4) nama. 
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(4) nama lengkap pejabat yang menandatangani peraturan, 
yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan 
gelar. 

4) Pengabsahan 

a) Pengabsahan merupakan suatu pernyataan bahwa sebelum 
digandakan dan didistribusikan dengan sah, suatu peraturan 
telah dicatat dan diteliti sehingga dapat diumumkan oleh 
pejabat yang bertanggung jawab di bidang hukum atau 
administrasi umum. 

b) Pengabsahan dicantumkan di bawah ruang tanda tangan 
sebelah kiri bawah, yang terdiri dari kata "salinan sesuai 
dengan aslinya" serta dibubuhi tanda tangan pejabat yang 
berwenang dan cap lembaga yang bersangkutan. 

5) Pengundangan 

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan yang dikeluarkan 
oleh pimpinan tertinggi lembaga harus diundangkan dengan 
menempatkan dalam: 

a. Lembaran Negara Republik Indonesia; (ditujukan bagi 
peraturan yang menurut peraturan perundang-undangan 
harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia) 

b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; 

c. Berita Negara Republik Indonesia; (ditujukan bagi peraturan 
yang menurut peraturan perundang-undangan harus 
diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia) 

d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; 

e. Berita Daerah; dan/ atau 

f. Tambahan Berita Daerah. 

6) Distribusi 

Peraturan yang telah ditetapkan disampaikan kepada pihak yang 
berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. 
Pendistribusian peraturan diikuti dengan tindakan pengendalian. 

7) Hal yang Perlu Diperhatikan 

Naskah asli dan salinan peraturan yang diparaf harus disimpan 
sebagai pertinggal. 



Contoh. 



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 



13 



Contoh Format Peraturan 




TfJJ.lA JABATAN 
REPUELJK INDONESIA 

PERATURAN 

jtcmor ... tahun ... 

TEtfTAN-2i 

DEN OAN RAHI, UT TUHAN «UH J. 1AHA ESA 
NAMA JABATAN 

Maniabang : -a. batnra 

b. banira _. _. _.. 



MEMUTUSKAH: 

Manatapkan : FERATURAN TENTAN-a 

Paral 1 



Ditatapkan di 

pada tanggal 

N AMA JABATAN, 

Tanda Tangan dan Cap Jabatan 

NAMA1EN3KAP 



Diundangkan di Jakarta 
Pada tangga] 2014 

MEHTEFJ HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUELJK INDONESIA 



NAMA MENTERI 

BERITA NEOiARA REFUE1JK INDONESIA TAHUN ... NOMOR . 



} 

}•! 



Lambana; n= arara 
d an nama j ab atan 
yana;t=lah Ji;:tat. 



Psraturan LEamuat 
Hama Pimpinan 
Lambaaa. 



PansinsTan yang 
barurutan dalam 
:atu t.->niTi takurin 



jiidu paramran 
yangdituii 
dangan buxJ 

kapital. 



M=ZE.T_Lit iliiiH 

t=nt-ng p =rlu 
di it ■ t- p kumv i 

p =r-.tl_LX-iXL 



Maoi^at paraturan 
parundang- 
T^ilangan yang 
m anjadi dasar 
dit atapkannya 
ParatLran 



Maai^at s.iits.tansi 
tantang kabijakan 
yang ditatapkan 



Kata LaLnai d angan 
■alamat laobaga 
dan tanggal 
panandatanganan 



Nana jabatan dan 
nama langkap 
yang dtaii dangan 

rjunJ kapital. 



l.lao~Lat tantang 
pangurjdangan dan 
ditandatangani 
Glah ]=i antari yang 
m anyalanggarakan 
igma bidang 

Tm-Vt-i-i 



b. Pedoman 

1) Pengertian 

a) Pedoman adalah naskah dinas yang memuat acuan yang 
bersifat umum di lingkungan lembaga yang perlu dijabarkan 
ke dalam petunjuk operasional/ teknis. Pemberlakuan 
Pedoman dituangkan dalam bentuk peraturan dan sebagai 
lampiran peraturan tersebut. 



b) Lampiran. 
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b) Lampiran pedoman adalah penjelasan/ uraian/ keterangan 
lebih rinci dari materi muatan pedoman dan merupakan satu 
kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan tentang 
pedoman tersebut. 

2) Wewenang Penetapan dan Penandatangan 

Pedoman dibuat dalam rangka menindaklanjuti peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi dan pengabsahannya 
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 

3) Susunan 

a) Kepala 

Kepala pedoman adalah tulisan judul lampiran yang ditulis 
di sudut kanan atas dengan huruf kapital seluruhnya, rata 
kiri dan tanpa diakhiri tanda baca. 

b) Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh pedoman terdiri dari: 

(1) Pendahuluan, yang berisi latar belakang/ dasar pemikiran, 
maksud dan tujuan, ruang lingkup dan pengertian; 

(2) Materi pedoman; dan 

(3) Penutup, yang terdiri dari hal yang harus 
diperhatikan, penjabaran lebih lanjut. 

c) Kaki 

Bagian kaki pedoman, ditempatkan di sebelah kanan bawah 
yang terdiri dari: 

(1) Nama jabatan pejabat yang menandatangani pedoman 
ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda 
baca koma; 

(2) Tanda tangan pejabat yang menandatangani pedoman dan 
cap jabatan; dan 

(3) Nama lengkap pejabat yang menandatangani pedoman 
ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar. 



Contoh. 
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Contoh Format Pedoman 




NAMA JABATAN 
EEFUELrE INDONESIA 

FERATURAN 

NOMOR ... TAHUN ... 

TENTANG 
PEDOMAN 

DENOAN RAHMAT TUHAN YAN 3 MAHA. ESA. 

NAMA JABATAN 

^Bnrnhwn? ; .a. babtTa 

b. baljua 



"Jar-iir.igat : 1. 

3. 



lir.ZLTLTSKJJi-: 



Manataptean : PERATURAN . .. . 



.... TENTANG 



Fa.a: L 



Faaal : 



Ditatapkan di ...... 

pada tanggal ......................... 

TfAMA. JABATAN, 

Tanda Taiwan dan Cap Jabatan 

NAMAKEN3KAP 



Dkndangkan di Jalcarta 
Pada •"TJET 1 3014 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REFUEUK INDONESIA 



TfAMA MENTERI 

EER1TA NEGARA REPUE1JK INDONESIA TAHUN ... NOMOR 




T_ b 



Lambang naaara 
dan h!e: jab atan 
yana; talai, diratai.. 



P:njar.3ran yang 
barurutan dalam 
atu tj>nm taJtirii. 



jLdiJ Paraturan 
yangditulii 
dangan nrrrJ 

kapital. 



ICamuat alapan, 
tantang p arlu 
ditatap tannya 
paraturan. 



Maaiiat paraturan 
paroidang- 
-Lndangan yang 
n anjadi daiar 
ditatapkannya 
F ar -~_ r ar. 



Marj'Lat mbrtand 
tantang kabijikirj 

yang ditatapkan 



Kata laruai dar.gar. 
alamat lanbaga 
dan tanggal 



Nam a jabatan dan 
nam a langkap 
yangditLlk dangan 

tjvnJ kapital. 



T.3ao rat tantang 
pango>langan dan 
ditandatangani 
alah o antari yang 
n any alanggaraian 
mnian bidang 
hiJci^n 



Header. 
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LAMPIRAN 

PERATURAN 

NOMOR TAHUN . 

TENTANG 

PEDOMAN 



PEDOMAN 



BAB [ 
PENDAHULUAN 



1 . Latar Belakan g 

2. Maksud dar. Tujuar. 

3 . Ruang Lingkup 

4. Pengertian 



BAB n 



6. dar. seterusnya 



BAB m 



dar. seteru sr.;- a. 



NAMA JABATAN,, 
Tar. da Tar. gar. dan Cap Jabatan 
NAMA LENGKAP 



Judul 

pedoman yang 
ditulis dengan 
huruf kapital 



Memuat 

alasan 

tentang 

ditetapkannya 

pedoman 



Terdiri dari 
konsepsi 
dasar/ pokok- 
pokok 



J 




Nama 

jabatan dan 

nama 

lengkap 

yang ditulis 

dengan 

huruf 

kapital 



Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis 
1) Pengertian 

a) Petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis adalah naskah dinas 
pengaturan yang memuat cara pelaksanaan kegiatan, 
termasuk urutan pelaksanaannya serta wewenang dan 
prosedurnya; 

b) Lampiran petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis adalah 
penjelasan /uraian /keterangan lebih rinci dari materi muatan 
petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis dan merupakan satu 
kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan tentang 
petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis tersebut. 



2) Wewenang. 
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2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan 

Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani 
petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis adalah pejabat yang 
berwenang atau pejabat yang ditunjuk. 

3) Susunan 

Susunan untuk petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis adalah 
sama. 

a) Kepala 

Kepala petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis adalah tulisan 
judul lampiran yang ditulis di sudut kanan atas dengan huruf 
kapital seluruhnya, rata kiri dan tanpa diakhiri tanda baca. 

b) Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis 
terdiri dari: 

(1) Pendahuluan, yang memuat latar belakang, maksud dan 
tujuan, ruang lingkup dan pengertian; 

(2) Materi petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis, dengan 
jelas menunjukkan urutan tindakan, pengorganisasian, 
koordinasi, pengendalian, dan hal lain yang dipandang 
perlu untuk dilaksanakan; dan 

(3) Penutup. 

c) Kaki 

Bagian kaki petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis 
ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang terdiri dari: 

(1) Nama jabatan pejabat yang menandatangani petunjuk 
pelaksanaan/ petunjuk teknis ditulis dengan huruf kapital 
dan diakhiri dengan tanda baca koma; 

(2) Tanda tangan pejabat yang menandatangani petunjuk 
pelaksanaan/ petunjuk teknis serta cap jabatan; dan 

(3) Nama lengkap pejabat yang menandatangani petunjuk 
pelaksanaan/ petunjuk teknis ditulis dengan huruf kapital, 
tanpa mencantumkan gelar. 



4) Distribusi. 
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4) Distribusi 

Distribusi dilakukan dengan menggunakan daftar distribusi yang 
berlaku. Petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis disampaikan 
kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap 
serta aman. Pendistribusian petunjuk pelaksanaan/ petunjuk 
teknis diikuti dengan tindakan pengendalian. 

Contoh Format 
Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis 



hama jabatah 
refueuk ihdonesia 



PEKATUKATf 

htjmop. ... TAm.Tr 

TEHTAHil 

PETUNJUK PELAKSANAAN •TEKHj' 5 



DENTAAT-T RAHMAT TUHAN YAN3 MAHA ESA 
HAMA JABATAN 



Mamofcang : a. balma. 

'b. taaliTa 



?.lz?.ipiga.t : 1. 

3. 



MEMUTUSKAN: 

Manatapkan : PERATURAN TENTANi 

Bual 1 



Ejtit3.pk.xrj di 
pada t "jr 1 



NAMA JABATAN, 

Tanda Tangan dan Cap Ja"batan 

NAMA LENGKAP 



T~m-T.-I.^TiA-^T-. di ■ r.«1.-«T-tv« 

Pada *"*TCir 1 3414 

MEHTEPJ HUKUM ElAN HAK ASASI MATfUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 



eej^tj. ke&asa sel=:.el:k : : rz;c: teha tahun ... htjt.jgs. 



Lambang n:aara 

~'."T1 Tl.-T— - jabatan 

yang t:lah\ -ji-rstak.. 



Maa tiat Nan a 
Piopinan Lanba^a. 



PfcnomDtran yang 
>ti-i iT-i i+.-Ti .jalani 

:atu t'VniTi tajturin 



Vang ■'iTt yTi: 
daTlgan IjT^tJ 

kapita]. 



L[:E.u.at alapan 
'■uji; parlu 
iitatapkaniira 
p:raturan 



Mmut paratLran 
parundang- 
TUjdangan yang 
n anjadi danar 
■Inalapkannya 
Peraturan 



Maarat mbrtanri 
tantang k-SDijakan 
yang ditatapkan 



Kdta iiLnai d angan 
alam at lanbaga 
dara tangga] 



Nan a jabatan dan 
nama langkap 
yang ditulis dangan 
liunJ kapital. 



Maonat tantang 
panguvlangan dan 
>litandatangani 
g lift a antari ;ang 
m arcalanggarakan 
unmilnhn 

■hi-Vr-n 



Header. 
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LAMPIRAN 






PERATURAN 




Header kosong, tidak 


NOMOR TAHUN 




ada. halaman maupun 


TENTANG 




tulisan'' di halaman 


PETUNJUK PELAKSANAAN/ TEKNB 




PETUNJUK PELAKSANAAN/ TEKNIS 






BAB I 






PENDAHULUAN 


- 

1 


Latar Belakang 




45 


. Maksud dan Tujuan 




3 


. Ruang Lingkup 




4 


. Pengertian 














BAB n 






PELAKSANAAN 


5 






6 


. dan seterusnya. 








NAMA JABATAN, 






Tanda Tangan dan Cap Jabatan 






NAMA LENGKAP 



- 



Judul 

JuMak/juknis 
yang ditulis 
dengan huruf 
kapital. 



Memuat 
alasan tentang 
perlu 

ditetapkannya 
Juklak/juknis 



Menunjukkan 
urutan 
tindakan, 
pengorganisasi- 
an, koordinasi, 
pengendalian, 
dsb. 



Nama jabatan 
dan nama 
lengkap yang 
ditulis dengan 
huruf kapital. 



d. Instruksi 

1) Pengertian 

Instruksi adalah naskah dinas yang memuat perintah berupa 
petunjuk/ arahan tentang pelaksanaan suatu kebijakan yang 
diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan 

Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani 
instruksi adalah pimpinan tertinggi lembaga. 



3) Susunan. 
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3) Susunan 

a) Kepala 

Bagian kepala instruksi terdiri dari: 

(1) kop instruksi yang ditandatangani sendiri atau atas nama 
pimpinan tertinggi lembaga menggunakan lambang 
negara, yang disertai nama lembaga dengan huruf kapital 
secara simetris; 

(2) kop instruksi yang ditandatangani oleh pejabat selain 
pimpinan tertinggi lembaga baik pusat maupun daerah 
dan sekretariat lembaga negara menggunakan logo, yang 
disertai nama lembaga dengan huruf kapital secara 
simetris; 

(3) kata instruksi dan nama jabatan pejabat yang 
menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital secara 
simetris; 

(4) nomor instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital secara 
simetris; 

(5) kata tentang, yang ditulis dengan huruf kapital secara 
simetris; 

(6) judul instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital secara 
simetris; dan 

(7) nama jabatan pejabat yang menetapkan instruksi, yang 
ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda 
baca koma secara simetris. 

b) Konsiderans 

Bagian konsiderans instruksi terdiri dari: 

(1) kata Menimbang, yang memuat latar belakang penetapan 
instruksi; dan 

(2) kata Mengingat, yang memuat dasar hukum sebagai 
landasan penetapan instruksi. 

c) Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh instruksi memuat substansi instruksi. 



d) Kaki. 
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d) Kaki 

Bagian kaki instruksi ditempatkan di sebelah kiri bawah, yang 
terdiri dari: 

(1) tempat (kota sesuai dengan alamat lembaga) dan tanggal 
penetapan instruksi; 

(2) nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis 
dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma; 

(3) tanda tangan pejabat yang menetapkan instruksi; dan 

(4) nama lengkap pejabat yang menandatangani, yang ditulis 
dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar. 

4) Distribusi dan Tembusan 

Instruksi disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat 
dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian instruksi 
diikuti dengan tindakan pengendalian. 

5) Hal yang Perlu Diperhatikan 

a) Instruksi merupakan pelaksanaan kebijakan pokok sehingga 
instruksi harus merujuk pada suatu peraturan perundang- 
undangan. 

b) Wewenang penetapan dan penandatanganan instruksi tidak 
dapat dilimpahkan kepada pejabat lain. 



Contoh. 
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Contoh Format Instruksi Lembaga 



HALIA JABATAN 
republik ITCDONE&LA 

INSTRUKSI 
NOMOR ... TAHUN ... 
TENTANG 

NAMA JABATAN , 

Dshcrm^ ^=Egui isi msirb^ii inEtrutzi 

K=pidi 1. Nimi/Jibitfis P=g£TCii: 

2 . Najri/ Jihitsji P= gsTCii: 

3 . N / Jib itsji P ■ giTCii : 

4. Nimi/Jibitsji P=giTT=i: 



Untui 

PERTAMA 

KEDUA 

KETIC-A 

Jin i:t:ruinyi_ 



J 



■T Jiirlnll 



K 



Dika luarkan di 

paia. tinggal 

NAMA JABATAN. 

Tanda T *n y .*n dan Cap Ja.ba.tan 
NAMA LENGKAP 



Lambang negara 
dan nama jabatan 
yang telah dicetak 



Penomoran yang 
berurutan dalam 
satu tahun 
takwin 



Judul Instruksi 
yang ditulis 
dengan huruf 
kapital 



Memuat alasan 
tentang perlu 
ditetapkannya 
Instruksi 



Daftar pejabat 
yang menerima 
Instruksi 




Memuat 
substansi 
tentang arahan 
yang diinstruksi- 
kan 



\ 



Kota sesuai 
dengan alamat 
lembaga dan 
tanggal 

penandatanganan 



Nama jabatan 
dan nama 
lengkapyang 
ditulis dengan 
huruf kapital 



e. Standar Operasional Prosedur (SOP) 

1) Pengertian 

SOP adalah naskah dinas yang memuat serangkaian petunjuk 
tentang cara dan urutan kegiatan tertentu. 

2) Tujuan SOP 

SOP bertujuan untuk: 

a) menyederhanakan, memudahkan, dan mempercepat 
penyampaian petunjuk; 



b) memudahkan. 
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b) memudahkan pekerjaan; 

c) memperlancar dan menyeragamkan pelaksanaan kegiatan; 
dan 

d) meningkatkan kerja sama antara pimpinan, staf, dan unsur 
pelaksana. 

3) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan 

Pejabat yang menetapkan dan menandatangani SOP adalah 
pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk. 

4) Susunan 

a) Halaman Judul (Cover) 

Halaman judul merupakan halaman pertama sebagai sampul 
muka sebuah SOP. Halaman judul ini berisi informasi 
mengenai: 

(1) Judul SOP. 

(2) Nama Unit Kerja. 

(3) Tahun pembuatan 

(4) Informasi lain yang diperlukan. 



Berikut. 
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Berikut adalah contoh halaman judul sebuah SOP. 



Kop Lembaga 



Judul dokumen 
/ SOP 

sesuai unit 

kerja 

yang 

membuatnya 



Tahun 

Pembuatan SOP 



Alamat Lembaga 



b) . Keputusan Pimpinan 

Karena SOP merupakan pedoman bagi setiap pegawai, maka 
harus memiliki kekuatan hukum. Dalam halaman selanjutnya 
setelah halaman judul, disajikan keputusan Pimpinan tentang 
penetapan SOP. 

c) Daftar isi SOP 

Daftar isi ini dibutuhkan untuk membantu mempercepat 
pencarian informasi dan menulis perubahan/ revisi yang dibuat 
untuk bagian tertentu dari SOP terkait. 

d) Penjelasan singkat penggunaan 

Sebagai sebuah manual, maka SOP memuat penjelasan 
bagaimana membaca dan menggunakannya. Isi dari bagian ini 
antara lain mencakup: 

(1) Ruang... 





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
DEPUTI BIDANG KONSERVASI ARSIP 

2014 
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(1) Ruang Lingkup, menjelaskan tujuan prosedur dibuat dan 
kebutuhan organisasi. 

(2) Ringkasan, memuat ringkasan singkat mengenai prosedur 
yang dibuat. 

e). Bagian Identitas 

Bagian Identitas dari unsur prosedur dalam SOP dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 

(1) Logo instansi dan nomenklatur unit kerja pembuat. 

(2) Nomor SOP, diisi dengan nomor basah secara berurutan 
dalam 1 (satu) tahun takwim. 

(3) Tanggal Pengesahan, diisi tanggal pengesahan SOP oleh 
Pejabat yang berwenang di unit kerja. 

(4) Tanggal Revisi, diisi tanggal SOP direvisi atau tanggal 
rencana diperiksa kembali SOP yang bersangkutan. 

(5) Pengesahan oleh pejabat yang berwenang pada unit kerja. 
Item pengesahan berisi nomenklatur jabatan, tanda 
tangan, nama pejabat yang disertai dengan NIP/NIK serta 
stempel/ cap instansi. 

(6) Judul SOP, sesuai dengan kegiatan yang sesuai dengan 
tugas dan fungsi yang dimiliki. 

(7) Dasar Hukum, berupa peraturan perundang-undangan 
yang mendasari prosedur yang di buat menjadi SOP 
beserta aturan pelaksanaannya. 

(8) Keterkaitan, memberikan penjelasan mengenai 
keterkaitan prosedur yang distandarkan dengan prosedur 
lain yang distandarkan (SOP lain yang terkait secara 
langsung dalam proses pelaksanaan kegiatan dan menjadi 
bagian dari kegiatan tersebut). 

(9) Peringatan, memberikan penjelasan mengenai 
kemungkinan yang terjadi ketika prosedur dilaksanakan 
atau tidak dilaksanakan. Peringatan memberikan indikasi 
berbagai permasalahan yang mungkin muncul dan berada 
di luar kendali pelaksana ketika prosedur dilaksanakan, 
serta berbagai dampak lain yang ditimbulkan. Dalam hal 
ini dijelaskan pula bagaimana cara mengatasinya bila 
diperlukan. Umumnya menggunakan kata peringatan, 



yaitu. 
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yaitu jika/apabila-maka (if-then) atau batas waktu (dead 
line) kegiatan harus sudah dilaksanakan. 

(10) Kualifikasi Pelaksana, memberikan penjelasan mengenai 
kualifikasi pelaksana yang dibutuhkan dalam 
melaksanakan perannya pada prosedur yang 
distandarkan. 

(11) Peralatan dan Perlengkapan, memberikan penjelasan 
mengenai daftar peralatan utama (pokok) dan 
perlengkapan yang dibutuhkan yang terkait secara 
langsung dengan prosedur yang dibuat menjadi SOP. 

(12) Pencatatan dan Pendataan, memuat berbagai hal yang 
perlu didata dan dicatat oleh pejabat tertentu. Dalam 
kaitan ini, perlu dibuat formulir-formulir tertentu yang 
akan diisi oleh setiap pelaksana yang terlibat dalam 
proses. Setiap pelaksana yang ikut berperan dalam 
proses, diwajibkan untuk mencatat dan mendata apa yang 
sudah dilakukannya, dan memberikan pengesahan bahwa 
langkah yang ditanganinya dapat dilanjutkan pada 
langkah selanjutnya. Pendataan dan pencatatan akan 
menjadi dokumen yang memberikan informasi penting 
mengenai "apakah prosedur telah dijalankan dengan 
benar". 



Contoh Bagian Identitas 









NOMOR SOP 


&Tahun 2212 




airi 




- : :-. ==.=:--■ 


5 Juni 


■ ■ -- :■ 




DISAHKAN OLEh 


Kepsla E h^^t i= r Kepegawaian 

ZitaAsih Suprastrari 
MIP 1 &55^27 1 S-S-3C-3- 2 


ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 
SEKRETARIAT UTAMA 
BIRO HUKUM DAN KEPEGAWAIAN 


NAMA SOP 


PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI 
IMPLEMENTASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 


:-: ; - r HUKUM 


KUALIFIKASI PELAKSANA 


1. Undang-Undang Nomor-?- Tahun 22Z~- tsnang Kssisipsn ilsmtaran Mega o Republik Indonesia Tahun 2^ C-S 
Nomor152, Tambahan Lembaran Negara Rsp utlik: Indonesia Nomor 6071); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2B Tahun 251 2 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor ^STahun 2W9 1 
tentang Kearsipan, 

3. Peraturan Menteri Negara Fsnas' r =;|iin3ai Apa i s tur Negara Nomor 22 Tahun 222? tsritsng Fsd:man Umum 
Tata N askah Dinas; 

A. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor -35 Tahun 2^12 tentang Pedoman Penyusunan 

Standar Operating Prosedur Administrasi Pemerintahan; 
6. Peraturan Kepala Arsip Nasicnal R s p ui t i ik lnJ;resia Nomor C-3 Tahun 3533 tentang Organisasi dan Tata Keija 

Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana iEiah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Ke-pala Arsip 

Nasional Reputlik Indonesia Nomor OSTahmn 2010. 


1. Memiliki kemampuan psn^lahsn dsis sederhana. 

2. Mengetahui "fungsi dan tugas unit kerja. 


KETERKAITAN 


= - = -2Z::2K-f'-':i 


1. SOP Persiapan Pemantauan Dan Evaluasi Imptementasi Standar Operasional Prosedur. 

2. SOP Pengajuan Usulan Unit Kerja Yang Akan Dipantau Dan Dievaluasi. 

3. SOP Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi Implementasi SOP. 

4. SOPTindak Lanjut Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Implementasi SOP. 


1 . Struktur Organisasi dan Tata Kerja ANRI 

2. Formulir Pemantauan dan Evaluasi SOP 

3. Komputer- Prin terfScan ne r 


PERINGATAN 


PENCATATAN DAN PENDATAAN 


= f ^ v, - . ; ..= 4 :- .s- .. =t:.= ::¥-y -r -i::;.= f .= \ :■■ :■ t=:. : = • i:= 

terhambat 


Disimpan setuai data elektronik dan manual 



f) Bagian. 
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f). Bagian Flowchart 

Bagian Flowchart merupakan uraian mengenai langkah-langkah 
kegiatan secara berurutan dan sistematis dari prosedur yang 
distandarkan, yang berisi: 

(1) Nomor, diisi nomor urut. 

(2) Tahap Kegiatan, diisi tahapan kegiatan yang merupakan 
urutan logis suatu proses kegiatan. Biasanya 
menggunakan kalimat aktif dengan awalan me-. 

(3) Pelaksana, merupakan pelaku (aktor) kegiatan. Simbol- 
simbol diagram alir sesuai dengan proses yang dilakukan. 
Keterangan simbol sebagaimana ditentukan pada daftar 
simbol. Pelaksana diisi dengan nama-nama jabatan 
(Jabatan Fungsional Umum, Jabatan Fungsional Tertentu, 
Jabatan Struktural) yang ada di unit kerja yang 
bersangkutan yang melakukan proses kegiatan. Urutan 
penulisan jabatan dimulai dari jabatan yang terlebih 
dahulu melakukan tahap kegiatan. Jika dalam SOP 
tersebut terkait dengan unit lain, maka jabatan unit kerja 
lain diletakan setelah kolom jabatan di unit yang 
bersangkutan. 

(4) Mutu Baku, berisi kelengkapan, waktu, output dan 
keterangan. Agar SOP ini terkait dengan kinerja, maka 
setiap aktivitas hendaknya mengidentifikasikan mutu baku 
tertentu, seperti: waktu yang diperlukan untuk 
menyelesaikan persyaratan/ kelengkapan yang diperlukan 
(standar input) dan outputnya. Mutu baku ini akan 
menjadi alat kendali mutu sehingga produk akhirnya (end 
product) dari sebuah proses telah memenuhi kualitas yang 
diharapkan, sebagaimana ditetapkan dalam standar 
pelayanan. Untuk memudahkan dalam pendokumentasian 
dan implementasi, sebaiknya SOP memiliki kesamaan 
dalam unsur prosedur meskipun muatan dari unsur 
tersebut akan berbeda sesuai dengan kebutuhan unit 
kerja. Norma waktu bisa dalam hitungan menit, jam, hari. 



Contoh. 
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Contoh Bagian Flowchart 





Tahap Kegiatan 


Pelaksana 


Mutu Baku 


Kabag 
Ortala 


Kasubag 

Tata 
Laksana 


Analis Tata 
Laksana 


Unit Kena 


Kelengkapan 


Waktu 


Output 


1 


li'te ng instru ksika n u ntu k me la kukan 

pe ma nta uan dan eva luasi pe la ksa naa n SOP 

'■ p 

r- r 


C 










Agenda Kena 


15 menit 


Disposisi 


2 


a. Be'',oodi3= deiga'ieva jalo' j'itj-, 
nosmastikan waktu pemantauan dan 
evaluasi SOPAP d i unit kerja 

b. Memerintahkan Fungsional Umum untuk 
menggandakan SOP APunit kena yarg 
a ka n d ipa ntau dan d revaluasi 














Disposisi 


15 menit 


Disposisi 


































3 


a. Mengganda an SOPAP Unit Kena 

b. Menyerahkan SOPAP unitkerja yang 
tela h d gandakan 
















Disposisi 


30 menit 


SOPAP yang telah 
Digandakan 


























Berkoordinasi dengan unit ke ria untuk 
memastikan waktu dan tempat pemantauan 
dan evaluasi SOPdi unit kena 






t 
















10 menit 


Te koordinasi 
kannya waktu dan 
tempat 
























l 


Memantaudan mengevaluasi implementasi 
SCP unit kena dengan wawancara langsung 

a . Ka bag . rtala me nga rah kan 

b. Kasu bag. Tata Laksana 
mengorganisasikan 

c. Analis Tata Laksana mencatat dan 
menyiapkan bahan 






















Formulir 
pemantauan 
dan evaluasi, 

SOPAP 


90 menit 


Formulir hasil 
pemantauan dan 
evaluasi 




































i 
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a. Me ncatat hasil pe marita uan d an eva Laa 
d i fo rmu lir pema nta uan dan evaluasi 

ya ng te la h d israpka n 

b. Msminta pejabatunitkerjauntik 

me nandatangani Fo rmu lir Pemantauan 
dan Evaluasi Impfentasi SCPAP 
se la njutnya me nye rahka n ke pada 
KasubagTata Laksana 












Formulir hasil 
pemantauan 
dan evaluasi 


30 menit 


Formulir hasil 
pemantauan dan 
evaluasiyangtelah 
ditandatangani 
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i j i r ~r x i i 

Memenntahkan Analts lata Laksana untuk 
menggandakan formulir hasil pemantauan 
danevaluasiSOPAPdan membuat konsep 
nota d inas. penya mpaia nfo rmu lir 








! I 








Formulir hasil 
pemantauan 
dan evaluasi 
yang telah 
ditandatangani 


10 menit 


Disposisi 
























B 


a. Menggand3',3i fo'u r pemantauan 
dan evaluasi SOPAP 

b. Menyerahkan konsep nota d inas 
penya mpaia n formulir 


















Disposisi 


15 menit 


Formulir hasil 
pemantauan dan 

evaluasiyangtelah 
ditandatangani. 

Konsep Nota Dinas 












L 




S 


Memeriksa konsep nota dinas. 

Jika setuju menyampaikan kepada Kabag 

Ortala. 

Jika tkiaksetuju menyerahkankepadaAnafe 
Tata Laksana untuk diperbaiki 








< 

J 


> 










Konsep Nota 
Dinas 


10 menit 


Konsep Nota Dinas 
ya n g tela h diperiksa 
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Memeriksa konsep nota dinas. 
Jika setuju, menandatanganidan 
menyerahkan kepada KasubagTata 

Laksana. 

Jika tidaksetuju menyerahkankepada 
KasubagTata Laksa naunmkdipertraiki 














Konsep Mota 
Dinas 


10 menit 


Mota Dinas, 
Disposisi 


>- 
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Me n ye ra h ksn nota d m as ke pad a t u rgsK) na 1 
umumuntukdiserahkan kepada unit kerja 












Mota Dinas, 
Disposisi 


10 menit 


Mota Dinas, 
Disposisi 






-i 
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a. Menyampaikan notadinasserta formulir 
hasil pemantauan dan eva luasi kepada 
unit kerja 

b. Mendokumentasikan hasil pemantauan 
dan evaluasi SOP A P 








*{ ) 




Mota Dinas 


15 menit 


Formulir hasil 
pemantauan dan 

evaluasi, 
Dokumentasi hasil 
pemantauan dan 
evaluasi 



Norma Waktii:26C menit 



g) Bagian. 
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g) Bagian Pendukung 

Bagian Pendukung berisi uraian, keterangan, atau contoh-contoh 
formulir yang dapat mendukung penjelasan prosedur kegiatan 
atau menjadi syarat kelengkapan suatu kegiatan. 

f. Surat Edaran 

1) Pengertian 

Surat edaran adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan 
tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. 

2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan 

Kewenangan untuk menetapkan dan menandatangani surat 
edaran adalah pimpinan tertinggi lembaga, dapat dilimpahkan 
kepada pimpinan sekretariat lembaga atau pejabat yang ditunjuk 
sesuai dengan substansi surat edaran. 

3) Susunan 
a) Kepala 

Bagian kepala surat edaran terdiri dari: 

(1) kop surat edaran yang ditandatangani sendiri atau atas 
nama pimpinan tertinggi lembaga menggunakan lambang 
negara, yang disertai nama lembaga dengan huruf kapital 
secara simetris; 

(2) kop surat edaran yang ditandatangani oleh pejabat selain 
pimpinan tertinggi lembaga baik pusat maupun daerah dan 
sekretariat lembaga negara menggunakan logo, yang 
disertai nama lembaga dengan huruf kapital secara 
simetris; 

(3) kata Yth., yang diikuti oleh nama pejabat yang dikirimi 
surat edaran; 

(4) tulisan surat edaran, yang dicantumkan di bawah lambang 
negara/ logo lembaga, ditulis dengan huruf kapital serta 
nomor surat edaran di bawahnya secara simetris; 

(5) kata tentang, yang dicantumkan di bawah kata surat 
edaran ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan 



(6) rumusan. 
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(6) rumusan judul surat edaran, yang ditulis dengan huruf 
kapital secara simetris di bawah kata tentang. 

b) Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh surat edaran terdiri dari: 

(1) Latar belakang tentang perlunya dibuat surat edaran; 

(2) Maksud dan tujuan dibuatnya surat edaran; 

(3) Ruang lingkup diberlakukannya surat edaran; 

(4) Peraturan perundang-undangan atau naskah dinas lain 
yang menjadi dasar pembuatan surat edaran; dan 

(5) Isi edaran mengenai hal tertentu yang dianggap mendesak; 

(6) Penutup. 

c) Kaki 

Bagian kaki surat edaran ditempatkan di sebelah kanan yang 
terdiri dari: 

(1) tempat dan tanggal penetapan; 

(2) nama jabatan pejabat penanda tangan, yang ditulis dengan 
huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca koma; 

(3) tanda tangan pejabat penanda tangan; 

(4) nama lengkap pejabat penanda tangan, yang ditulis 
dengan huruf kapital; dan 

(5) cap dinas. 
4) Distribusi 

Surat edaran disampaikan kepada pihak yang berhak secara 
cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian surat 
edaran diikuti dengan tindakan pengendalian. 



Contoh. 
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Contoh Format Surat Edaran 



NAMA JABAT .AH ..'MH LEMEACA 



EEFIJEIH; INDONESIA 



Vth. ', 

2 

3. jin ::t:ru:nyi 



5UEAT EDARAN 
NO'MO'R ... T AKU] ; 

TENTANO- 



1 . Liter E -n -j 

2 . MaJccud dan Tujuan 

3 . Ruang lingkup 

4. Da^ar 

5. I:i Edaran 

fi . Penutup 



Dititipkan di 

**ar* 

HAMA JABATAN, 

Tilldi T .■ n n ~]. "Ti !~! .■ p . Tn ■ t." n 

NAMA LENGKAP 



7:ir.tutaj-.: 

1 

2 

3 - ^SB.:=t:ru:nyi 



} 



} 



LsEibing n: giri .'logo 
lembaga dan nama 
j ab itin .' nama 
l:mbage yeng 
t=leh di:=tak 




Daftar pejabat >ar. g 
mer.Erima S E- 



Penomoran yang 
b :rurutiii dalam 
:atu tenun tekirir: 



Judul S E jar.g 
ditulis der.sar. 
huruf kapital 



M:zLUit elemen 
t:nteng p :rlu 

:3it:tipkennye &E 



Memuat peraturar. 
jaingmerjadi dasar 
ditetapkar.r.ya 3E 



Meraiat ki edaran 
Meranai bal 
tertentu jang dianggap 
mendesak. 



k 



lata sesuai dengan 
alamat Lembaga dan 
tangga] 

penandatanganan 




Nama jabatan dar. 
nama lengkap ditulis 
kapital 



Y 



Daftar pejabat yar. g 
msr.Erinia tembusan 

Surat Edarar.. 



2. Naskah. 
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2. Naskah Dinas Penetapan (Keputusan) 

Naskah dinas penetapan dituangkan dalam bentuk keputusan. 

a. Pengertian 

Keputusan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan yang 
bersifat menetapkan, tidak bersifat mengatur, dan merupakan 
pelaksanaan kegiatan, yang digunakan untuk: 

1) Menetapkan/ mengubah status kepegawaian/ personal/ keanggotaan/ 
material/ peristiwa; 

2) Menetapkan/ mengubah/ membubarkan suatu kepanitiaan/ tim; 
dan 

3) Menetapkan pelimpahan wewenang. 

b. Wewenang Penetapan dan Penandatanganan 

Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani 
keputusan adalah pimpinan tertinggi lembaga atau pejabat lain yang 
menerima pendelegasian wewenang. 

c. Susunan 
1) Kepala 

Bagian kepala keputusan terdiri dari: 

(a) kop keputusan yang ditandatangani sendiri atau atas nama 
pimpinan tertinggi lembaga menggunakan lambang negara, 
yang disertai nama lembaga dengan huruf kapital secara 
simetris; 

(b) kop keputusan yang ditandatangani oleh pejabat selain 
pimpinan tertinggi lembaga baik pusat maupun daerah dan 
sekretariat lembaga negara menggunakan logo, yang disertai 
nama lembaga dengan huruf kapital secara simetris; 

(c) kata keputusan dan nama jabatan pejabat yang menetapkan, 
ditulis dengan huruf kapital secara simetris; 

(d) nomor keputusan, ditulis dengan huruf kapital secara simetris; 

(e) kata penghubung tentang, ditulis dengan huruf kapital secara 
simetris; 

(f) judul keputusan, ditulis dengan huruf kapital secara simetris; 
dan 



(g) nama. 
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(g) nama jabatan pejabat yang menetapkan keputusan, ditulis 
dengan huruf kapital secara simetris dan diakhiri dengan tanda 
baca koma. 

2) Konsiderans 

Bagian konsiderans keputusan terdiri dari: 

(a) kata Menimbang, yaitu konsiderans yang memuat alasan/ 
tujuan/ kepentingan/ pertimbangan tentang perlu ditetapkannya 
keputusan; dan 

(b) kata Mengingat, yaitu konsiderans yang memuat peraturan 
perundang-undangan sebagai dasar pengeluaran keputusan. 

3) Diktum 

Bagian diktum keputusan terdiri dari hal-hal sebagai berikut: 

(a) Diktum dimulai dengan kata memutuskan yang ditulis dengan 
huruf kapital dan diikuti kata menetapkan di tepi kiri dengan 
huruf awal kapital; 

(b) Isi kebijakan yang ditetapkan dicantumkan setelah kata 
menetapkan yang ditulis dengan huruf awal kapital; dan 

(c) Untuk keperluan tertentu, keputusan dapat dilengkapi dengan 
salinan dan petikan sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan. 

4) Batang Tubuh 

Sistematika dan cara penulisan bagian batang tubuh keputusan 
sama dengan ketentuan dalam penyusunan peraturan, tetapi isi 
keputusan diuraikan bukan dalam pasal-pasal, melainkan diawali 
dengan bilangan bertingkat/ diktum kesatu, kedua, ketiga, dan 
seterusnya. 

5) Kaki 

Bagian kaki keputusan ditempatkan di sebelah kanan bawah, 
yang terdiri dari: 

(a) tempat dan tanggal penetapan keputusan; 

(b) jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf 
kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma; 

(c) tanda tangan pejabat yang menetapkan keputusan; dan 

(d) nama... 
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(d) nama lengkap pejabat yang menandatangani keputusan, yang 
ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar. 

d. Pengabsahan 

1) Pengabsahan merupakan pernyataan pengesahan bahwa suatu 
keputusan telah dicatat dan diteliti sehingga dapat diumumkan 
dan didistribusikan oleh pejabat yang bertanggung jawab 
di bidang hukum atau administrasi umum atau pejabat yang 
ditunjuk sesuai dengan isi keputusan. 

2) Pengabsahan dicantumkan di sebelah kiri bawah, yang terdiri atas 
kata salinan sesuai dengan aslinya, diikuti dengan nama lembaga, 
nama jabatan, ruang tanda tangan, dan nama pejabat penanda 
tangan. 

3) Pengabsahan dilakukan dengan membubuhkan tandatangan dan 
cap dinas lembaga. 

e. Distribusi 

Keputusan yang telah ditetapkan didistribusikan kepada yang 
berkepentingan . 

f. Hal yang Perlu Diperhatikan 

Naskah asli dan salinan keputusan yang ditandatangani harus 
disimpan sebagai arsip. 



Contoh. 
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Contoh Format Keputusan 
(Ditandatangani Oleh Pimpinan Tertinggi Lembaga) 




HAMA JABAT AH 
KEPUE1IK: INDONESIA 



KEFUTUSAli 



NOMOR ... T AKUN 
TENTANC- 



NAMA JABATAN 



l[siujr.bsiLs;: — bth.Tra .. 

b. b-ihTn . 



M:nguigit : '.. 

2. 



MEMUTUSKAN: 
M=n=tE P k=n : KEPUTUSAN TENTANC 



KESATU: 
KEDUA : 
KETIGA : 



Dit:t£pkfn di 

piia tansjsjil 

NAMA JABATAN, 

T."n T ."n j. 'ti ~i. M n !~!."p J'." Tj ■■ t." n 

NAMA LEN C-KAP 




Penomoran yang 
berurutan dalam 
satu tahun 
takwin 



Judul 
Keputusan 
ditulis dengan 
huruf kapital 



Memuat alasan 
tentang perlu 
ditetapkannya 
Keputusan 



Memuat 
peraturan yang 
menjadi dasar 
ditetapkannya 
Keputusan 



Memuat substansi 
tentang kebijakan 
yang ditetapkan 



Kota sesuai dengai 
alamat lembaga 
dan tanggal 
penandatanganan 



i 



Mama jabatan 
dan nama 
lengkapyang 
ditulis dengan 
huruf kapital 



Contoh. 
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Contoh Format Keputusan 
(Ditandatangani Oleh Selain Pimpinan Tertinggi Lembaga) 



NAMA LEMBAGA 

NAMA JABAT AH 
REPUBLIK INDONESIA 



KEFUTUSAH 



Lambang 
negara dan 
nama jabatan 
yang telah 
dicetak 



HOMCR ... T AKUN . 
TENTANG 



HAMA JABATAN . 



:- 



M^nambing: hilnrE. . . 

h. h-JiTTi 



ll=ngiiiaj£t : L. 

2. 



MEMUTUSKAH: 
M=n=t=pksn : KEPUTUSAN TENTANC 



KESATU: 
KEDUA : 
KETIC-A : 



E!nu|(ulun. . 



Dititipkan ii 

piJi t=ns;s;.J 

NAMA JAB ATAN, 

Tcn^i Tangan ian Cap Jabatan 

NAMA 1EN "-KAP 



Penomoran yang 
berurutan dalam 
satu tahun 
takwin 



Judul 
Keputusan 
ditulis dengan 
huruf kapital 



Memuat alasan 
tentang perlu 
ditetapkannya 
Keputusan 



Memuat 
peraturan yang 
menjadi dasar 
ditetapkannya 
Keputusan 



Memuat substansi 
tentang kebijakan 
yang ditetapkan 



Kota sesuai dengai 
alamat lembaga 
dan tanggal 
penandatanganan 



Nama jabatan 
dan nama 
lengkapyang 
ditulis dengan 
huruf kapital 



Contoh. 



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 



37 



Contoh Format Salinan Keputusan 



NAMA LEMEACA 



SA'-tNAN 



KEPUTUSAN 



N3M0K ... TAHUN . 
TENTANG 



HAMA JABATAN . 



M=ngina;it 



2. 



MEMUTUSKAN: 

M=n=tipk=n : KEPUTUSAN T ENTAH C 

KESATU : 

KEDUA : 



Dit=t±pk-=ji i i 

paii tinggil 

NAMA JABATAN . 

Tii. 

11 AL LA LEN3KAF 



Tin^i Tingin 
H sjr.i Lengkap 



i=ng-sji ulinya 



y 

'r 



Lugp dar_ r.ama 
lembaga yar-g 
tElah dicetak 



Per.smDrar. jar.g 
berurutan dalam 
satu tahur. takiiir. 



Judul K=putu={ 
huruf lup itfil 



Memuat alasan 
ter.tar.gperlu 
ditetapkar.r.j^a 
keputu&ar. 



Memuat 
peraturar. 
perur. dar. gi- 
ur, dar. ear. >ar_ g 
merjadi dasar 
dit etapikar. r. ya 
KEputusar. 



l[=ir_u-t ziib - t.-Ti --i 

.V T, m ?! — ■ "T 1 



p = Ildl :3 n a;.- n .-n 



P-n -.-nti in-.-n ffd. 
j i ■■■nt.MT." n tt . ■ 
j .■>!.■ t - n -^■ ■■n n.-T^ ■ 

Ieii s; t- p 



Ruang 

per. gabsahar. 



3. Naskah Dinas Penugasan (Surat Perintah/ Surat Tugas) 

a. Pengertian 

Surat perintah/ surat tugas adalah naskah dinas yang dibuat oleh 
atasan atau pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat 
lain yang diperintah/ diberi tugas, yang memuat apa yang harus 
dilakukan. 

b. Wewenang Pembuatan dan Penandatangan 

Surat perintah/ surat tugas dibuat dan ditandatangani oleh atasan 
atau pejabat yang berwenang berdasarkan lingkup tugas, wewenang, 
dan tanggung jawabnya. 



c. Susunan. 
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c. Susunan 

1) Kepala 

Bagian kepala surat perintah/ surat tugas terdiri dari: 

a) kop surat perintah/ surat tugas berupa lambang negara atau 
logo; 

b) kata surat perintah/ surat tugas, ditulis dengan huruf kapital 
secara simetris; dan 

c) nomor, berada di bawah tulisan surat perintah/ surat tugas. 

2) Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh surat perintah/ surat tugas terdiri dari hal- 
hal sebagai berikut: 

a) Konsiderans meliputi pertimbangan dan/ atau dasar: 
pertimbangan memuat alasan ditetapkannya surat perintah/ 
surat tugas; dasar memuat ketentuan yang dijadikan landasan 
ditetapkannya surat perintah/ surat tugas tersebut; 

b) Diktum dimulai dengan kata memberi perintah/ memberi tugas, 
secara simetris, diikuti kata kepada di tepi kiri disertai nama 
dan jabatan pegawai yang mendapat tugas; 

c) Di bawah kata kepada ditulis kata untuk yang berisi tentang 
tugas-tugas yang harus dilaksanakan. 

3) Kaki 

Bagian kaki surat perintah/ surat tugas ditempatkan di sebelah 
kanan bawah yang terdiri dari: 

a) tempat dan tanggal surat perintah/ surat tugas; 

b) nama jabatan pejabat yang menandatangani, yang ditulis 
dengan huruf awal kapital pada setiap awal kata, dan diakhiri 
dengan tanda baca koma; 

c) tanda tangan pejabat yang menugasi; 

d) nama lengkap pejabat yang menandatangani surat perintah/ 
surat tugas, yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap 
awal kata; dan 

e) cap dinas. 



d. Distribusi. 
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d. Distribusi dan Tembusan 

1) Surat perintah/ surat tugas disampaikan kepada yang mendapat 
tugas. 

2) Tembusan surat perintah/ surat tugas tugas disampaikan kepada 
unit kerja/ lembaga yang terkait. 

e. Hal yang Perlu Diperhatikan 

1) Bagian konsiderans memuat pertimbangan atau dasar. 

2) Jika tugas merupakan tugas kolektif, daftar pegawai yang ditugasi 
dimasukkan ke dalam lampiran yang terdiri dari kolom nomor 
urut, nama, pangkat, NIP, jabatan, dan keterangan. 

Format surat perintah/ surat tugas dapat dilihat pada contoh 
dibawah ini. 



Contoh. 
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Contoh Format Surat Perintah / Surat Tugas 





NAMA LEMBAGA 




JALAN 


f Logo J 


TRTKPON FAKSTMTT.R 




SURAT PERINTAH/ SURAT TUGAS 




NOMOR .../.../.../ ... 


Mer.imbar.g; 


a. bahwa ; 




b. bahwa ; 


Dasar 


: i ; 


2 ; 




Memberi Ferir.tah 


Kepada : 


i ; 






2 ; 




3 ; 




4. dar. seterusnya. 


Untuk 




2 ; 








4. dar. setEiusr.ya. 








Nama Jabatar.. 




Tar.da Tar. gar. dar. Cap Lembaga 







Logp dar. 
r.ama lembaga 
yang telah 
dicetak 



Per. Dmurar. 
yar.g 

berurutan 
dalam satu 
tahun takiiir. 



Memuat 
peraturan / 
i =.:=..' 

ditetapkar.- 
r.ya 
Surat 
Perir.tah 



Daftar 

pejabat yar.g 

menerima 

perir.tah 



Memuat 
substansi 
arahan yar. g 
diperir.tahkar. 



Kota sesuai 
alamat 
lembaga dar. 
targgalpe- 
r.ar. datar. gar. - 
ar. 



Nama 

jabatar. dar. 
r.ama 
lengkap 
ditulis 

der. gar. huruf 
awal kapital 



B. Naskah Dinas Korespondensi 

1 . Naskah Dinas Korespondensi Intern 
a. Nota Dinas 
1) Pengertian 

Nota dinas adalah naskah dinas intern yang dibuat oleh pejabat 
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di lingkungan lembaga. 



2) Wewenang. 
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2) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan 

Nota dinas dibuat oleh pejabat suatu lembaga sesuai dengan 

tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. 

3) Susunan 

a) Kepala 

Bagian kepala nota dinas terdiri dari: 

(1) kop nota dinas terdiri dari nama lembaga dan unit kerja 
yang ditulis secara simetris di tengah atas; 

(2) kata nota dinas, yang ditulis dengan huruf kapital secara 
simetris; 

(3) kata nomor, yang ditulis dengan huruf kapital secara 
simetris; 

(4) kata Yth. , yang ditulis dengan huruf awal kapital, diikuti 
dengan tanda baca titik; 

(5) kata Dari, yang ditulis dengan huruf awal kapital; 

(6) kata Hal, yang ditulis dengan huruf awal kapital; 

(7) kata Tanggal, yang ditulis dengan huruf awal kapital. 

b) Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh nota dinas terdiri dari alinea pembuka, 
isi, dan penutup yang singkat, padat, dan jelas. 

c) Kaki 

Bagian kaki nota dinas terdiri dari tanda tangan, nama 
pejabat, dan tembusan (jika perlu). 

4) Hal yang Perlu Diperhatikan 

a) Nota dinas tidak dibubuhi cap dinas. 

b) Tembusan nota dinas berlaku di lingkungan intern lembaga. 

c) Penomoran nota dinas dilakukan dengan mencantumkan 
nomor nota dinas, kode jabatan penanda tangan, kode 
klasifikasi arsip, bulan, dan tahun. 
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Contoh Format Nota Dinas 



NAMA LEMBAGA 
UNIT KERJA 



NOTA DINAS 
NOMOR .../.../.../BULAN/TAHUN 



Yth. 
Dari 
Hal 

Tanggal 



■ 



Tanda Tangan 



Nama Lengkap 



Tembusan: 
1 

a 

3 



Nama lembaga 



Nama unit 
kerja 



... 



Penomoran 
yang 

berurutan 
dalam satu 
tahun takwin 



Memuat 

lapo ran, 

pemberitahuan, 

arahan, 

peringatan, 

saran, 

pernyataan, atau 
permirr.aan 
berupa ca-.aian 
ringkas, .ernadap 
suatu masalah. 



Nama lengkap 
ditulis dengan 
huruf awal 
kapital, tidak 
dibubuhi cap 
dinas 



b. Disposisi 

Disposisi adalah petunjuk tertulis mengenai tindak lanjut / tanggapan 
terhadap surat masuk, ditulis secara jelas pada lembar disposisi, 
tidak pada suratnya. Ketika didisposisikan, lembar disposisi 
merupakan satu kesatuan dengan surat masuk. 
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Contoh Format Disposisi 



NAMA LEMBAGA 

(Unit Kerja) 

JALAN TELEPON FAKSIMILE 


LEMBAR DISPOSISI 


Nomor Agenda/ Registrasi : 


Tkt. Keamanan : SR/ R/B 


Tanggal Penerimaan : 


Tgl. Penyelesaian : 


Tanggal dan Nomor Surat : 

Dari : 

Ringkasan Isi : 

Lampiran : 


Disposisi 


Diteruskan kepada: 


Paraf 




1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

S. 

8. 

9. 





c. Surat Undangan Intern 

1) Pengertian 

Surat undangan intern adalah surat dinas yang memuat 
undangan kepada pejabat/ pegawai di dalam lembaga tersebut 
untuk menghadiri suatu acara kedinasan tertentu, seperti rapat, 
upacara, dan pertemuan. 

2) Kewenangan 

Surat undangan intern ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan 
tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya. 

3) Susunan 
a. Kepala 

Bagian kepala surat undangan intern terdiri dari: 
( 1 ) kop surat undangan intern yang ditandatangani sendiri atau 
atas nama pimpinan tertinggi lembaga menggunakan 



lambang. 
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lambang negara, yang disertai nama lembaga dengan huruf 
kapital secara simetris; 

(2) kop surat undangan intern yang ditandatangani oleh pejabat 
selain pimpinan tertinggi lembaga baik pusat maupun 
daerah dan sekretariat lembaga negara menggunakan logo, 
yang disertai nama lembaga dengan huruf kapital secara 
simetris; 

(3) nomor, sifat, lampiran, dan hal, yang diketik di sebelah kiri 
di bawah kop surat undangan intern; 

(4) tempat dan tanggal pembuatan surat, yang diketik 
di sebelah kanan atas sejajar/ sebaris dengan nomor; dan 

(5) kata Yth., yang ditulis di bawah hal, yang diikuti dengan 
nama jabatan, dan alamat yang dikirimi surat undangan 
intern (jika diperlukan). 

b. Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh surat undangan intern terdiri dari: 

(1) alinea pembuka; 

(2) isi surat undangan intern, yang meliputi hari, tanggal, 
waktu, tempat, dan acara; dan 

(3) alinea penutup. 

c. Kaki 

Bagian kaki surat undangan intern terdiri dari nama jabatan 
yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan, dan 
nama pejabat yang ditulis dengan huruf awal kapital. 

4) Hal yang Perlu Diperhatikan 

Format surat undangan intern sama dengan format surat dinas, 
bedanya adalah bahwa pihak yang dikirimi surat pada surat 
undangan intern dapat ditulis pada lampiran. 
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Contoh Format Surat Undangan Intern 



NAMA LEMBAGA 
UNIT KERJA 



..../..../..../...■/ 



Nomor 
Sifat 

Lampiran : 

Hal : Undangan 
Yth 



(Tempat), (Tgl., Bin., Thn.| 



.(Alinea Pembuka dan Alinea Isi| 



pada hari/ tanggal : 

waktu : pukul . 

tempat : 

acara : 



(Alinea Penutup) 

Nama Jabatan, 
(Tanda Tangan dan Cap Lembaga) 

Nama Lengkap 



Tembusan: 
1 

2 

3 



Nama instansi 
dan nama unit 
kerja 



Tempat dan 
tanggal 
pembuatan 
surat 



Alamat tujuan 
yang dapat 
ditulis di bagian 
kiri, dan 
jumlahnya 
cukup banyak 
dapat dibuat 
pada da::ar 
lampiran 



NamaJabatan 
dan nama 
lengkapyang 
ditulis dengan 
huruf awal 
kapital 
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Contoh Format Lampiran Surat Undangan Intern 





Lampiran Surat ,„„„„„„,,, 




Nomor : / / / 








DAFTAR PEJABAT/ PEGAWAI YANG DIUNDANG 


1. 




2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 




Nama Jabatan, 




(Tanda Tangan dan Cap 




Lembaga) 




Nama Lengkap 



2. Naskah Dinas Korespondensi Ekstern 
a. Surat Dinas 

Jenis naskah dinas korespondensi ekstern hanya ada satu macam, 
yaitu surat dinas. Bentuk surat dinas disesuaikan dengan kebutuhan 
masing-masing lembaga, seperti official style, full block style, semi 
block style, dan modified style. 



1) Pengertian. 
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1) Pengertian 

Naskah Dinas Korespondensi Ekstern yang selanjutnya disebut 
surat dinas adalah naskah dinas pelaksanaan tugas seorang 
pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan kepada pihak 
lain di luar lembaga yang bersangkutan. 

2) Wewenang Penandatanganan 

Surat dinas ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, 
fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya. 

3) Susunan 

a) Kepala 

Bagian kepala surat dinas terdiri dari: 

1) kop surat dinas yang ditandatangani sendiri atau atas nama 
pimpinan tertinggi lembaga menggunakan lambang negara, 
yang disertai nama lembaga dengan huruf kapital secara 
simetris; 

2) kop surat dinas yang ditandatangani oleh pejabat selain 
pimpinan tertinggi lembaga baik pusat maupun daerah dan 
sekretariat lembaga negara menggunakan logo, yang disertai 
nama lembaga dengan huruf kapital secara simetris; 

3) nomor, sifat, lampiran, dan hal, yang diketik dengan huruf 
awal kapital di sebelah kiri di bawah kop surat dinas; 

4) tempat dan tanggal pembuatan surat, yang diketik 
di sebelah kanan atas sejajar/ sebaris dengan nomor; 

5) kata Yth., yang ditulis di bawah Hal, diikuti dengan nama 
jabatan yang dikirimi surat; dan 

6) alamat surat, yang ditulis di bawah Yth. 

b) Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh surat dinas terdiri dari alinea pembuka, 
isi, dan penutup. 

c) Kaki 

Bagian kaki surat dinas ditempatkan di sebelah kanan bawah, 
yang terdiri dari: 

1) nama jabatan, yang ditulis dengan huruf awal kapital, 
diakhiri tanda baca koma; 

2) tanda tangan pejabat; 

3) nama lengkap pejabat/ penanda tangan, yang ditulis dengan 
huruf awal kapital; 

4) stempel... 
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4) stempel/ cap dinas, yang digunakan sesuai dengan 
ketentuan; dan 

5) tembusan, yang memuat nama jabatan pejabat penerima 
(jika ada). 

4) Distribusi 

Surat dinas disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat 
dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian surat dinas 
diikuti dengan tindakan pengendalian. 

5) Hal yang Perlu Diperhatikan 

a) Kop surat dinas hanya digunakan pada halaman pertama surat 
dinas. 

b) Jika surat dinas disertai lampiran, pada kolom Lampiran 
dicantumkan jumlahnya. 

c) Hal berisi pokok surat dinas sesingkat mungkin yang ditulis 
dengan huruf awal kapital pada setiap unsurnya, tanpa 
diakhiri tanda baca. 
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Contoh Format Surat Dinas Untuk Pejabat Negara 




KAMA JABATAN 
REPUBLIK IKDOKESIA 



Nomor : .._/—/—/—/- 
Sifat : 
Lampiran : 
Hal : 



Yth. 



..(TempRt],...(Tg.,Hlr.. r Thr..| 



. (Alir. Ea Pembuka! . 



.(Alir.Ba [si].. 



.(Alir.&a Per.utup|. 



tvama Jabatan. 

(Tar. da Tar. g^r. dar. Cap Jabatar. J 
Kama Ler.gcap 



Tembuiar.: 

1 

1 

3 

4 

E 



Kop surat yang 
berupa 
lambang 
negara dan 
nama jabatan 
yang telah 
di csiak 



Tempat dan 
tanggal 
pembuatan 
surat 




Alamat 
tujuan yang 
ditulis di 
bagian tiri 



Isi Surat 



Nama 

Jabatan dan 

nama 

lengkap 

yang ditulis 

dengan 

huruf awal 

kapital 



Alamat Ler.^cap 
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Contoh Format Surat Dinas Untuk Nonpejabat Negara 




NAMA LEMBAGA 
JALAN , TELEPON., 



FAKSIMILE 



Nomor : .../-.-/—/—/- 
Sifat : 
Lampiran: 
Hal : 



Yth. 



.[Tempat],... [TgL, Bin., Thn.] 



Tembusan: 

1 

2 

3 



l' Alinea Pembuka). 



Alinea [si|.... 



.Alinea Penutup |. 



Mama Jabatan, 

fTanda Tangan dan Cap Lembaga] 
Nama Lengkap 



Kop suiat 
berupa logo, 
nama lembaga, 
dan alamat 
lengkap 
yang telah 
dicetak 



XH tanggal 



J 



pembuatan 
surat 



Alamat 
tujuan yang 
ditulis di 
bagian kiri 





Nama jabatan 


/ dan nama 


/ lengkap yang 




ditulis dengan 




huruf awal 




kapital 



b. Surat Undangan Ekstern 

1) Pengertian 

Surat undangan ekstern adalah surat dinas yang memuat 
undangan kepada pejabat /pegawai yang tersebut pada alamat 
tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan tertentu, seperti 
rapat, upacara, dan pertemuan. 

2) Kewenangan 

Surat undangan ekstern ditandatangani oleh pejabat sesuai 
dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya. 

3) Susunan... 
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3) Susunan 

a. Kepala 

Bagian kepala surat undangan ekstern terdiri dari: 

(1) kop surat undangan ekstern yang ditandatangani sendiri 
atau atas nama pimpinan tertinggi lembaga menggunakan 
lambang negara, yang disertai nama lembaga dengan huruf 
kapital secara simetris; 

(2) kop surat undangan ekstern yang ditandatangani oleh 
pejabat selain pimpinan tertinggi lembaga baik pusat 
maupun daerah dan sekretariat lembaga negara 
menggunakan logo, yang disertai nama lembaga dengan 
huruf kapital secara simetris; 

(3) nomor, sifat, lampiran, dan hal, yang diketik di sebelah kiri 
di bawah kop surat undangan ekstern; 

(4) tempat dan tanggal pembuatan surat, yang diketik 
di sebelah kanan atas sejajar/ sebaris dengan nomor; 

(5) kata Yth., yang ditulis di bawah hal, yang diikuti dengan 
nama jabatan, dan alamat yang dikirimi surat undangan 
ekstern (jika diperlukan). 

b. Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh surat undangan ekstern terdiri dari: 

(1) alinea pembuka; 

(2) isi surat undangan ekstern, yang meliputi hari, tanggal, 
waktu, tempat, dan acara; dan 

(3) alinea penutup. 

c. Kaki 

Bagian kaki surat undangan ekstern terdiri dari nama jabatan 
yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan, dan 
nama pejabat yang ditulis dengan huruf awal kapital. 

4) Hal yang Perlu Diperhatikan 

1) Format surat undangan ekstern sama dengan format surat 
dinas, bedanya adalah bahwa pihak yang dikirimi surat pada 
surat undangan ekstern dapat ditulis pada lampiran. 

2) Surat undangan ekstern untuk keperluan tertentu dapat 
berbentuk kartu. 
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Contoh Format Surat Undangan Ekstern 




NAMA LEMBAGA 



JALAN 



TELEPON FAKSIMILE.... 



Nomor : /..../..../..../. 

Silat 

Lampiran : 

Hal : Undangan... 

Yth 



(Tempat), (TgL, Bin., Thn.J 



pada hari/ tanggal 

waktu 

tempat 



.[Alinea Pembuka dan Alinea Isi) 



pukul . 



acara 



.(Alinea Penutup).., 



Nama Jabatan, 
[Tanda Tangan dan Cap Lembaga) 



Tembusan: 
1 

2 

3 



Nama Lengkap 




Nama dan 
alamat 

lembaga yang 
telah dicetak 



Alamat tujuan 
y yang dapat 
\ ditulis di bagian 
\ kiri, dan 
jumlahnya 
cukup banyak, 
dapat dibuat 
pada daftar 
lampiran 



Nama Jabatan 
dannama 
lengkap yang 
ditulis dengan 
huruf awal 
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Contoh Format Lampiran Surat Undangan Ekstern 





Lampiran Surat ,„„„„„„,,, 




Nomor : / / / 








DAFTAR PEJABAT/ PEGAWAI YANG DIUNDANG 


1. 




2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 




Nama Jabatan, 




(Tanda Tangan dan Cap 




Lembaga) 




Nama Lengkap 



Contoh. 



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 



- 54 - 

Contoh Format Kartu Undangan 




NAMA JABATAN 

mengharapkan dengan hormat kehadiran Bapak/ Ibu /Saudara 

pada acara 



hari / (tanggal) pukul WIB 

bertempat di 



* Harap hadir 30 menit Pakaian 
sebelum acara dimulai Laki-laki 
dan undangan dibawa Perempuan: 

* Konfirmasi: TNI /Polri 



C. Naskah Dinas Khusus 
1. Surat Perjanjian 

a. Pengertian 

Surat perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan 
bersama tentang sesuatu hal yang mengikat antara kedua belah 
pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan 
hukum yang telah disepakati bersama. 

b. Jenis Perjanjian 

Jenis perjanjian terdiri dari perjanjian dalam negeri dan luar negeri. 

1) Perjanjian Dalam Negeri 

Kerja sama antar lembaga di dalam negeri, baik di tingkat pusat 
maupun daerah dibuat dalam bentuk kesepahaman bersama atau 
perjanjian kerja sama. 



a) wewenang. 
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a) Wewenang dan penandatanganan 

Perjanjian yang dilakukan antar lembaga di dalam negeri, baik 
di tingkat pusat maupun daerah dibuat dan ditandatangani 
oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung 
jawabnya. 

b) Susunan 

(1) Kepala 

Bagian kepala terdiri dari: 

(a) lambang negara (untuk pejabat negara) diletakkan secara 
simetris, atau logo (untuk nonpejabat negara) yang 
diletakkan di sebelah kanan dan kiri atas, disesuaikan 
dengan penyebutan nama lembaga; 

(b) judul perjanjian; dan 

(c) nomor. 

(2) Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh perjanjian kerja sama memuat materi 
perjanjian, antara lain tujuan kerjasama, ruang lingkup 
kerjasama, pelaksanaan kegiatan, pembiayaan, penyelesaian 
perselisihan, penutup dan hal-hal lain yang menjadi 
kesepakatan para pihak. 

(3) Kaki 

Bagian kaki perjanjian kerja sama terdiri dari nama 
penanda tangan para pihak yang mengadakan perjanjian 
dan para saksi (jika dipandang perlu), dibubuhi meterai 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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Contoh Format Surat Perjanjian Antar Lembaga Dalam Negeri 

Untuk Pejabat Negara 



PERJANJIAN KERJA SAMA 
ANTARA 



DAM 



teh: ah; 



NOMOR 



Pada Hari isi. tanggal- ... 

yang b:rtanda tangan di bauran ini 



tulaji 



ITl 



b:rt:r£pat di 



;alajutnya di:;but *:bagai Pihak I 
lalajutnya di::but ;;bagai Pibik H 



b:r::pakat untuk izalakukan k:rja :aisa dalam bidang, 
yang diatur d-alart L:t:ntuan *:bagai barikut: 



Paial 1 
TUJUAN KERJA SAMA 



Paial 2 

RUANC- LINGKUP KERJA SAMA 

Pai-al 3 
PELAKSANAAN KEGIATAN 

Paial 4 
FEMELAY.AAN 



> 



J 



Judul 
perjarjiar. 
I'r.ama 
naskah 
dir.a&. para 
pihak. Diajak 
perjarjiar. I 



Penomoran 
ysir.% 

berurutan 
dalam satu 
takur. 

takrrir. 



Memuat 
identitas 
pihak yang 
mer. sadakar. 
dar. ms- 
r.ar. datar. ga 
r.i 

perjanjian 



Memuat 

materi 

perjanjian, 

yang ditulis 

dalam 

ber.tuk 

pasal-pasal 



Pasal 5. 



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 



- 57 - 



Pasal 5 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 



Pasal 6 
LAIN-LAIN 

l' L | Apabila, terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua, belah pihak atau 
/oroe mHjsura, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan 
tempat dan ti - aktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan 
kedua, belah pihak. 

[2 1 Yang termasuk Jojve majeiire adalah 
a_ bencana alam; 

b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; 

c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan. 

|3| Segala perubahan dan/ atau pembatalan terhadap piagam kerja sama 
ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak 
Kedua. 



Pasal 7 

PENUTUP 



Nama Institusi 
Nama J ab atan. 
Tanda Tangan 
Nama 



Nama Institusi 
Nama Jabatan, 
Tanda Tangan 
Nama 
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Contoh Format Surat Perjanjian Antar Lembaga Dalam Negeri 
Untuk Nonpejabat Negara 




PERJANJIAN KERJA SAMA 
ANTARA 

ea:; 



TENTANG 




NOMOR . 
:."CMC?.... 



Pada hari ir.i. , tanggal , bular. 

yang bertar. da tar. gar. di bawah ini 



tahur. 



bertempat di . 



1. 

2.. 



.., selajutr.ya disEbut sebagai Pihak [ 
.., selajutr.ya disebut sebagai Pihak H 



bersepakat ur.tuk melakukan kerja sama dalam bidang... 
yar. g diatur dalam kEtEr.tuar. SEbagai berikut: 



Pasal 1 

TUJUAN KERJA SAMA 

Pasal 2 

RUANG LINGKUP KERJA SAMA 

Pasal 3 

PELAKSANAAN KEGIATAN 

Pasal 4 
PEMBIAYAAN 





Judul 
perjanjian 
Inama 
naskah 
dirias, para 
pihak, objek 
perjanjianl 

Penomoran 
r ang 

berurutan 
dalam satu 
tahun 
takwin 



Memuat 

identitas 

pihak yang 

mengadakan 

dan me- 

nandatanga 

m 

perjanjian 



Memuat 

materi 

perjanjian, 

yang ditulis 

dalam 

bentuk 

pasal-pasal 



Pasal 5. 
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Pasal 5 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 



Pasal 6 
LAIN-LAIN 

|1| Apabila, terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau 
force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan 
tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan 
ke dua belah pihak. 

|2| Yang termasuk Jorce. TinajeuTS adalah 
a_ bencana, alam; 

b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; 

c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan. 

|3| Segala perubahan dan/ atau pembatalan terhadap piagam kerja sama 
ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak 
Kedua. 



Pasal 7 
PENUTUP 



Nama Institusi 
Nama Jabatan, 
Tanda Tangan 
Nama 



Nama Institusi 
Nama J ab atan. 
Tanda Tangan 
Nama 



2) Perjanjian Internasional 

Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan 
nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang 
dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban 
di bidang hukum publik. 

Perjanjian internasional dapat dilakukan dengan satu negara atau 
lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional 
lain berdasarkan kesepakatan; dan para pihak berkewajiban 
untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan iktikad baik. 
Perjanjian internasional dilakukan sebagai upaya untuk 
mengembangkan hubungan dan kerja sama antarnegara. 

Hubungan... 
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Hubungan dan kerja sama luar negeri dapat dilakukan atas 
prakarsa dari lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah, 
serta Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. 

a) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan 

(1) Pembuatan perjanjian internasional dibuat melalui tahap 
penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan 
naskah, dan penandatanganan; 

(2) Perjanjian internasional dibuat dan ditandatangani oleh 
pejabat sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung 
jawabnya; dan 

(3) Lembaga negara dan lembaga pemerintah baik tingkat pusat 
maupun daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat 
perjanjian internasional terlebih dahulu melakukan 
konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut 
dengan Menteri Luar Negeri. 

b) Susunan 

(1) Kepala 

Bagian kepala terdiri dari: 

(a) Lambang negara masing-masing pihak yang diletakkan 
di tengah atas; 

(b) nama pihak yang mengadakan perjanjian 
internasional/ Memorandum Of Understanding (MoU); dan 

(c) judul perjanjian internasional. 

(2) Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh terdiri dari: 

(a) penjelasan para pihak sebagai pihak yang terikat oleh 
perjanjian internasional/ MoU; 

(b) keinginan para pihak; 

(c) pengakuan para pihak terhadap perjanjian internasional 
tersebut; 

(d) rujukan terhadap Surat Minat/ Surat Kehendak; 

(e) acuan terhadap ketentuan yang berlaku; dan 

(f) kesepakatan kedua belah pihak terhadap ketentuan yang 
tertuang dalam pasal-pasal. 



(3) Kaki. 
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(3) Kaki 

Bagian kaki terdiri dari: 

(a) nama jabatan pejabat penanda tangan selaku wakil 
pemerintah masing-masing, tanda tangan, dan nama 
pejabat penanda tangan, yang letaknya disesuaikan 
dengan penyebutan dalam judul perjanjian internasional; 

(b) tempat dan tanggal penandatangan perjanjian 
internasional; 

(c) penjelasan teks bahasa yang digunakan dalam perjanjian 
internasional; dan 

(d) segel asli. 
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Contoh Format Kesepakatan Awal/Letter Of Intent 



LETTER O F DMTENT 
BETWEEN 

THE GOVERNMENT O F THE PROVINCE/CnY O F 

O F THE REPUBLIC O F INDONESIA 

AND THE 

CONCERNING PROVINCE CITY 



The Government o f the Province City of the Republic o f 

Indonesia and the hereinafter referred to as : 'the Parties"; 

Desiring to promote goodwifl and understanding as well as favourable cooperation 
between the people of the two cities/provincies; 

Recogniang the importance of the pnnciples of the equality and mutual benefits; 

Do hereby declare our intention to establish Sister Cily/Province Cooperation as a 
basis for cooperation, in accordance with our prevailing laws and regulations, in 
the following fields: 

a. Exchange of eiperts on order to improve the management of the 
cities/provincies; 

b. Trade and promotion; 

c. Adininistration and information; 

d. Culture and arts; 

e. Youth and sport. 

The implementation of s<uch cooperation shall be concluded in appropriate 
measures in due course. 

D ONE in duplicate at ,on this , day of , in the 

year ,inIndone£ian J and English languages, 

all text being equatly authentic. 



For the Government of the Province/ City of For 
of the Republic of Indonesia 
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Contoh Format Memorandum Of Understanding 




Lambar. g r_ e gara 
masir. g-masir. g 
Pihak 




MEMORANDUM CF UHDEE.5TAHT3ING 

F.-FTUTTFTTJ 



THE . 



REPUBLDC OF MEOHEEIA 



T KE . 



CONCEEHTNG 
EI5TEE PROVTNCE |Cmf| COOPEKATION 



Tb= Rspubliz Ladonecia. ausi the h.=r=in±ft=r 

rtfenrerti tc a; th.: Pirtiec; 

D= tz- prDdDt = fiVDuribl: r=litiDaa: zf paxta=r:hip and zo-Dpsr-EtiDai b=tTC==n 1h.= 

p = Dfpl= nf th.= twD prDtvinz = = -sjid: 

R: = jiiiinji j th: ixnp jTt£n= = jf1±L= pi±a=ipl=; :>f =quilLty inj" mutual 'b =n=nt^ : 

R =J'=jTircg tD th= L=tt=r zf bxt=nt b =trc= =n th= R^iuabc zi biz dq= :ii 

tj\ i iDnisming £i;t=r PrDvinz: Czc-p=ritiDca. :is^.= d m 

cm 

Piirzuuit tzr th= pr=r-5ilina£ 1 =.tt i r = gulati Dai z in th= r==p = ztir= iiainni::; 
Hivs - jt - - ~ fsUDtrr:: 

Article 1 

O'bjsztLvs sn.il SiD*p= af C DDfp sritLDaa 



b 

c 

d 

■s 

C*d-.=r =x=i= irT= = d iip Dca by Perti= z. 

ArtLcLe 2 

FuzicbzLg 



Article 3 
T-->rni-.-1 ArTina^irsirt 



Article 4. 
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ArtidE 4 

W srkir. g SrDup 

a 

b 

c 

ArtidE 5 
SettlemEr.t sf DiaputEL 



ArtidE 5 
Arner. diuar, t 



ArtidE .• 

Er.try Lr.to Forte. Duratisr. ar.d TerHur.atiDr. 

a 

b 



ir. Tvitr.ess irhErEDi. thE ur.dErsigr.Ed bEdr.g diily auth orisEd thETEDf b>" thEir 
rEsp&ctivE GDVErr.mEr.t. have sigr.Ed this MeniDrar. dum af r Jr. dEratar. dir. g. 



dor. e ir. duplicatEd ir. Dr. thiL day sf 

[r. thE year sf ar.d Dr. e ir. Ir.dDr.EEia. 

ar.d Er.gliih lar.guagE. all tErta bEir.g Equally authEr.ti::. [r. 

is.se Df ar.j" divErgEr.^E sf ir.tErprEtatiDr. sf thia MEmDrar.dum Df Uh dEritar. dir. g. thE 
Er.gliih tExt shall prevail. 



.-C-.. . 



REPUBLIC QF IKD-OKESIA 
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Contoh Format Map Untuk Naskah Dinas Perjanjian 




lamban g 

NEGARA'' 
LCGO 




2. Surat Kuasa 

Surat kuasa terdiri dari dua jenis, yaitu surat kuasa biasa dan surat 
kuasa untuk penandatanganan perjanjian internasional (full powers). 
a. Pengertian 

1) Surat kuasa adalah naskah dinas yang berisi pemberian 
wewenang kepada badan hukum /kelompok orang/ perseorangan 
atau pihak lain dengan atas namanya untuk melakukan suatu 
tindakan tertentu dalam rangka kedinasan; dan 

2) Surat kuasa untuk penandatanganan perjanjian internasional (full 
powers) adalah surat yang dikeluarkan oleh presiden atau menteri 
yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa. 



b. Susunan. 
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b. Susunan 

1) Kepala 

Bagian kepala surat kuasa terdiri dari: 

a) kop surat kuasa terdiri dari logo dan nama lembaga, yang 
diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital; 

b) judul surat kuasa; dan 

c) nomor surat kuasa. 

2) Batang tubuh 

Bagian batang tubuh surat kuasa memuat materi yang 
dikuasakan. 

3) Kaki 

Bagian kaki surat kuasa memuat keterangan tempat, tanggal, 
bulan, dan tahun pembuatan serta nama dan tanda tangan para 
pihak yang berkepentingan, dan dibubuhi meterai sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 



Contoh. 
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Contoh Format Surat Kuasa 



NAMA LEMBAGA 

JALAN 

TELEPON FAKSIMILE. 



SURAT KUASA 
NOMOR ... /.../.../.../. 



Yang bertanda tangan di bawah ini, 

nama : 

jabatan: 

alamat : 

memberi kuasa kepada 

nama : 

jabatan: 

alamat : 

untuk 

Surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Jakarta, 

Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa, 

Tanda Tangan Materai dan Tanda Tangan 



Logo dan nama. 
lembaga, yang 

telah dicetak 



Penomoran 
yang berurutan 
dalam s atu 

tahun takwin 



h 



Memuat 
identitas yang 
memberikan 
kuasa. 



Memuat 
pernyataan 
tentang pembe- 
rian wewenang 
kepada pihak 
lain untuk me- 
lakukan su atu 
tindakan 

tertentu 





Kota sesuai 


/ dengan alamat 


\/ lerabajeadan 




tanggal pe- 




nandatangan- 




an 



Nama Lengkap Nama Lengkap 

NIP NIP 



Contoh. 
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Contoh Format Surat Kuasa (Full Powers) 
Untuk Penandatanganan MoU 




MENTERI LUAR NEG-ERI 
REPUBLIK INDONESIA 



SURAT KUASA 
NOMOR ... /.../.../.../... 

Yang bertanda tangan di bawah ini, (nama pejabat) , 

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, memberi kuasa penuh 
kepada 

Nama Pejabat 
Jabatan (Menteri/ Gubernur / Walikota/d sb.) 

untuk menandatangani atas nama pemerintah Republik 
Indonesia, Nota Kesepahaman antara Pemerintah 

(Pro vinsi/ Kota/dsb.) Republik Indonesia dan 

Pemerintah asing/negara sahabat mengenai kerja 

sama (bidang) 

Sebagai bukti, surat kuasa ini saya tandatangani dan saya 

bubuhi materai di Jakarta pada tanggal bulan tahun 

dua ribu 



Tanda Tangan 

— Nam a Menteri Luar Negeri 
Republik Indonesia 



Contoh. 
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Contoh Format Surat Kuasa Untuk Penandatanganan MoU 

(Dalam Bahasa Inggris) 



MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS 
REPUBLIC OF INDONESIA 



FULL POWERS 

The undersigned, (nama. pejabat) , Minister for Foreign 

Affairs of the Republic of Indonesia, fully authorizes 



Name of Official 
Jabatan (Minister / Governor / Mayor) 

to sign on behalf of the Government of the Republic of Indonesia, 
the Memorandum of Unders tanding betiveen the Government 

of. ., Republic of Indonesia and the Government 

...... asing/ Negara sahabat concerning (bidang) 

coope radon, 

IN WTTNESS WHEREOF, I have signed and sealed this Full Powers 
in Jakarta on this., . .. .day of. in the year ftvo thousand 



Signature 
(Tanpa Capj 

Xame of 

the Minister for Foreign 
Affairs of the Republic of 
Indonesia 



3. Berita. 
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3. Berita Acara 

a. Pengertian 

Berita acara adalah naskah dinas yang berisi tentang pernyataan 
bahwa memang telah terjadi suatu proses pelaksanaan kegiatan pada 
waktu tertentu yang harus ditandatangani oleh para pihak dan para 
saksi. Berita acara dapat disertai lampiran. 

b. Susunan 

1) Kepala 

Bagian kepala berita acara terdiri dari: 

a) kop berita acara, terdiri dari lambang negara/ logo dan nama 
lembaga diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf 
kapital; 

b) judul berita acara; dan 

c) nomor berita acara. 

2) Batang tubuh 

Bagian batang tubuh berita acara terdiri dari: 

a) tulisan hari, tanggal, dan tahun, serta nama dan jabatan para 
pihak yang membuat berita acara; 

b) substansi berita acara; 

c) keterangan yang menyebutkan adanya lampiran; dan 

d) penutup yang menerangkan bahwa berita acara ini dibuat 
dengan sebenar-benarnya. 

3) Kaki 

Bagian kaki berita acara memuat tempat pelaksanaan 
penandatanganan nama jabatan/ pejabat dan tanda tangan para 
pihak dan para saksi. 
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Contoh Format Berita Acara 




Logo 



NAMA LEMBAGA 

JALAN 

TELEPON FAKSIMILE. 



BERITA ACARA 
NOMOR .../ .„/.../.../... 

Pada. hari ini, , tanggal , bulan , tahun , kami masing- 
masing: 

1 |nama pejabat|, fNl? danjabatan|, s elanjutnya. disebut Pihak 

Pertama, 

dan 

2 Ipihak lain| , selanjutnya disebut Pihak 

Kedua, telah melaksanakan 



2. dan seterusnya. 

Berita acara ini dibuat dengan s e sungguhnya berdasarkan 

Dibuat di 



Pihak Kedua, 
Tanda Tangan 
Nama Lengkap . 



Pihak Pertama, 
Tanda Tangan 

Nama Lengkap. 



Mengetahui/ Mengesahkan 
Nama Jabatan, 

Tanda tangan 

Nama Lengkap 



A 



Logo dan nama 
lembaga yang 
telah dicetak 



Penomoran yang 
berurutan dalam 
satu tahun 
takwin 



Memu at 
identitas para 
pihak yang 
melaksanakan 



K 



Memu at 

kegiatan yang 
dilaksanakan 



Kota sesuai 
dengan alamat 
lemb aga 



Tanda tangan 
para pihak dan 
para saksi 



c. Lampiran Berita Acara 

Lampiran berita acara adalah dokumen tambahan yang berisi antara 
lain laporan, notulensi, memori, daftar seperti daftar aset/ arsip yang 
terkait dengan materi muatan suatu berita acara. 
4. Surat Keterangan 

a. Pengertian 

Surat keterangan adalah naskah dinas yang berisi informasi 
mengenai hal, peristiwa, atau tentang seseorang untuk kepentingan 
kedinasan. 



b. Wewenang. 
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b. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan 

Surat keterangan dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang sesuai 
dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. 

c. Susunan 

1) Kepala 

Bagian kepala surat keterangan terdiri dari: 

a) kop surat keterangan, terdiri dari logo dan nama lembaga 
diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital; 

b) judul surat keterangan; dan 

c) nomor surat keterangan. 

2) Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh surat keterangan memuat pejabat yang 
menerangkan mengenai sesuatu hal, peristiwa, atau tentang 
seseorang yang diterangkan, maksud dan tujuan diterbitkannya 
surat keterangan. 

3) Kaki 

Bagian kaki surat keterangan memuat keterangan tempat, 
tanggal, bulan, tahun, nama jabatan, tanda tangan, dan nama 
pejabat yang membuat surat keterangan tersebut. Posisi bagian 
kaki terletak pada bagian kanan bawah. 
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Contoh Format Surat Keterangan Tentang Seseorang 



NAMA LEMBAGA 



JALAN 
TELPON FAKSIMILE. 



SURAT KETERANGAN 

NOMOR .../.../.../.../... 



Yang bertanda tangan di bawah ini, 

nama : 

NIP : 

jabatan : 

dengan ini menerangkan bahwa 

nama : 

NIP 

pangkat/ golongan : 

jabatan : 

dan seterusnya 



Jakarta, 

Pejabat Pembuat Keterangan, 

Tanda Tangan dan Cap Lembaga 
Nama Lengkap 



Lds? dar. r.ama 
lembam ysr.g 
telah dicetak 



Per. smorar. jBr.g 
berurutar. dalam 
satu tahur. 
talp.vir. 



Memuat 
identitas yar.g 
memberikar. 
keterar.gpr. 



Memuat 
ider.titas ;-ar.| 
diberi 
keterar.iar. 



Memuat ir.fbrma- 
li mer.gET.ai 
suatu hal atau 
SESBDrar.g ur.tuk 
keper.tir.pi: 
kedir.asar. 



Kota sesuai 
dsr.sar. alamat 
Lsnibasa dar. 
tar.ej^l pe- 
r.ar. datar, pr.ar. 
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Contoh Format Surat Keterangan Tentang Hal/ Peristiwa 



0NAMA LEMBAGA 
JALAN 
TELPON...... FAKSIMILE. 



SURAT KETERANGAN 
NOMOR. . ./,../. ../.../.,. 

Yang bertanda tangan di bawah ini, 



nama 
NIP 

Jabatan 



dengan ini menerangkan bahwa pada hari 
, tanggal,,,,, tahun,,,, jam telah terjadi hal/ peristiwa: 



ini 



Demikian surai keterangan ini dibuat untuk digunakan 
sebagaimana, mestinya. 



J akar t a 

Pejabat Pembuat Keterangan. 
Tanda Tangan dan Cap Lembaga 
Nama Lengkap 



Lsg? dar. r.ama 
lembaga ysr.g 
telah dicetak 



Per. Dmsrar. yar. g 
berumtar. dalam 
satu tar. ur. 
takivir. 



Memuat 
ider.titaL>Br.g 
meniberikar. 
keterar.gar. 



Memuat 
ider.titaL yar. g 
diberi 
keterar.gar. 



Memuat ir.finma- 
simer.ger.ai 
suatu hal atau 
leiesrar. g ur.tuk 
kEpar.tir. gar. 
kedir.aEsr. 



Kota sesuai 
dar. gar. alamat 
Lembaga dar. 
tar.ggal pe- 
r.ar. datar, gar.ar. 



5. Surat Pengantar 

a. Pengertian 

Surat pengantar adalah naskah dinas yang digunakan untuk 
mengantar/ menyampaikan barang atau naskah. 

b. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan 

Surat pengantar dibuat dan ditandatangani oleh pejabat baik yang 
mengirim dan menerima sesuai dengan tugas, wewenang, dan 
tanggung jawabnya. 



c. Susunan. 
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c. Susunan 

1) Kepala 

Bagian kepala surat pengantar terdiri dari: 

a) kop surat pengantar; 

b) nomor; 

c) tanggal; 

d) nama jabatan/ alamat yang dituju; dan 

e) tulisan surat pengantar yang diletakkan secara simetris. 

2) Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh surat pengantar dalam bentuk kolom terdiri 
dari: 

a) nomor urut; 

b) jenis yang dikirim; 

c) banyaknya naskah/ barang; dan 

d) keterangan. 

3) Kaki 

Bagian kaki surat pengantar terdiri dari: 

a) pengirim yang berada di sebelah kanan, yang meliputi: 

(1) nama jabatan pembuat pengantar; 

(2) tanda tangan; 

(3) nama dan NIP; dan 

(4) stempel jabatan/ lembaga. 

b) penerima yang berada di sebelah kiri, yang meliputi: 

( 1 ) nama jabatan penerima; 

(2) tanda tangan; 

(3) nama dan NIP; 

(4) cap lembaga lembaga; 

(5) nomor telepon/ faksimile; dan 

(6) tanggal penerimaan. 

d. Hal yang Perlu Diperhatikan 

Surat pengantar dikirim dalam dua rangkap: lembar pertama untuk 
penerima dan lembar kedua untuk pengirim. 



Contoh. 
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Contoh Format Surat Pengantar 



JALAN. 



NAMA LEMBAGA 

f TELEPON. 

FAKSIMILE 



.(Tgl.,Bln.,Thn.) 



Yth. 



SURAT PENGANTAR 
NOMOR .../... /.../.../.. 



No, 



Naskah Dinas yang 
Dikirimkan 



Banyaknya 



Keterangan 



Diterima tanggal. 

Penerima 
Nama ja'oatan, 

Tanc.a tangan 

Nama Lengkap 
NIP 



Pengirim 

N ama j abatan , 

Tanda Tangan tan Cap Lembaga 

Nama Lengkap 
NIP 



No. Telepon 



Nama dan 
alamat lembaga 
yang telah 
dicetak 



Tempat dan 

tanggal 

p embu atan 

surat 



Alamat tujuan 
yang dapat 
ditulis di 
bagian kiri 



K 



Nama j ab atan 
d an n am a 
lengkap yang 
ditulis dalam 
huruf ati-al 
kapital 



6. Pengumuman 

a) Pengertian 

Pengumuman adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan 
tentang suatu hal yang ditujukan kepada semua pejabat/ 
pegawai /perseorangan/ lembaga baik di dalam maupun di luar 
lembaga. 

b) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan 

Pengumuman dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang 
berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk. 

c) Susunan 
1) Kepala 

Bagian kepala pengumuman terdiri dari: 

a) kop pengumuman terdiri dari logo dan nama lembaga, yang 
ditulis dengan huruf kapital secara simetris; 



b) tulisan... 
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b) tulisan pengumuman dicantumkan di bawah logo lembaga, 
yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris dan nomor 
pengumuman dicantumkan di bawahnya; 

c) kata tentang, yang dicantumkan di bawah pengumuman ditulis 
dengan huruf kapital secara simetris; dan 

d) rumusan judul pengumuman, yang ditulis dengan huruf 
kapital secara simetris di bawah tentang. 

2) Batang Tubuh 

Batang tubuh pengumuman hendaknya terdiri dari: 

a) alasan tentang perlunya dibuat pengumuman; 

b) peraturan yang menjadi dasar pembuatan pengumuman; dan 

c) pemberitahuan tentang hal tertentu. 

3) Kaki 

Bagian kaki pengumuman ditempatkan di sebelah kanan, yang 
terdiri dari: 

a) tempat dan tanggal penetapan; 

b) nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan 
huruf awal kapital, diakhiri dengan tanda baca koma; 

c) tanda tangan pejabat yang menetapkan; 

d) nama lengkap yang menandatangani, yang ditulis dengan 
huruf awal kapital; dan 

e) cap dinas. 



Contoh. 
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Contoh Format Pengumuman 




NAMA LEMBAGA 

JALAN 

TELEPON FAKSIMILE. 



PENGUMUMAN 
NOMOR .../-../—/—/- 

TEXTAXG 



Dikeluarkan di 

Pada tanggal 

Nama Jabatan, 
Tanda Tangan dan Cap Lembaga 
Nama Lengkap 



Log? dar. r.ama 
Lembaga jar.g 
telah dketak 



Per.DniDrar. >nr.g 

berurutar. dalam 

satu tahur. 
takulr. 



Judul 

Per.gumumar. 
jHK.fi ditulis 
der.gar. huruf 
kapital 



Memuat alasan, 
peraturan jaiifi 
merjadi dasar, 
dar. pemberta- 
fcuar. tentang hal 
tertentu jht. g 
dianggap 
mer. desak 



Kata sesuai 
dengar, alamat 
Lembaga dar. 
tanggal 

per.ar. datar, gar.ar. 



D. Laporan 

1. Pengertian 

Laporan adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang 
pelaksanaan suatu kegiatan/ kejadian. 

2. Wewenang Pembuatan dan Penandatangan 

Wewenang pembuatan laporan dilakukan oleh pejabat/ staf yang diberi 
tugas. Laporan ditandatangani oleh pejabat/ staf yang diserahi tugas. 



3. Susunan. 
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3. Susunan 

a. Kepala 

Bagian kepala laporan memuat judul laporan yang ditulis dalam 
huruf kapital dan diletakkan secara simetris. 

b. Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh laporan terdiri dari: 

1) Pendahuluan, yang memuat penjelasan umum, maksud dan 
tujuan, serta ruang lingkup dan sistematika laporan; 

2) Materi laporan, yang terdiri atas kegiatan yang dilaksanakan, 
faktor yang mempengaruhi, hasil pelaksanaan kegiatan, hambatan 
yang dihadapi, dan hal lain yang perlu dilaporkan; 

3) Simpulan dan saran, sebagai bahan masukan dan pertimbangan; 
dan 

4) Penutup, yang merupakan akhir laporan, memuat harapan/ 
permintaan arahan/ ucapan terima kasih. 

c. Kaki 

Bagian kaki laporan ditempatkan di sebelah kanan bawah dan terdiri 
dari: 

1) tempat dan tanggal pembuatan laporan; 

2) nama jabatan pejabat pembuat laporan, yang ditulis dengan 
huruf awal kapital; 

3) tanda tangan; dan 

4) nama lengkap, yang ditulis dengan huruf awal kapital. 
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Contoh Format Laporan 




NAMA LEMBAGA 

JALAN 

TELEPON , FAKSIMILE. 



LAPORAN 
TENTANG 



A. Pendahulu ari 

1 . Umum 

2. Maksud dari Tujuan 

3. Ruang Lingkup 

4. Dasar 

B. Kegiatan Yang Dilaksanakan 

C. Hasil yang Dicapai 

D. Simpulan dan Saran 

E. Penutup 

Dibuat di 
pada tanggal 



k! 



Nama Jabatan Pembuat Laporan, 

Tanda Tangan Dan Cap Lembaga 
Nama Lengkap 



Logo dan 
nama lembaga 
yang telah 
dicetak 



Judul Laporan 
yang ditulis 
dengan huruf 
kapital 



Memu at 

Laporan 

tentang 

pelaksanaan 

tugas 

kedinasan 



Kota sesuai 
dengan alamat 
lemb a.ga 
tanggal 
penandatanga 
nan, nama 
jabatan, tanda 
tangan, dan 
nama lengkap. 



E. Telaahan Staf 

1 . Pengertian 

Telaahan staf adalah bentuk uraian yang disampaikan oleh pejabat atau 
staf yang memuat analisis singkat dan jelas mengenai suatu persoalan 
dengan memberikan jalan keluar/ pemecahan yang disarankan. 

2. Susunan 
a) Kepala 

Bagian kepala telaahan staf terdiri dari: 

1) judul telaahan staf dan diletakkan secara simetris di tengah atas; 

2) uraian singkat tentang permasalahan. 



b) Batang. 
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b) Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh telaahan staf terdiri dari: 

1) Persoalan, yang memuat pernyataan singkat dan jelas tentang 
persoalan yang akan dipecahkan; 

2) Praanggapan, yang memuat dugaan yang beralasan, berdasarkan 
data yang ada, saling berhubungan sesuai dengan situasi yang 
dihadapi, dan merupakan kemungkinan kejadian di masa yang 
akan datang; 

3) Fakta yang mempengaruhi, yang memuat fakta yang merupakan 
landasan analisis dan pemecahan persoalan; 

4) Analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap persoalan dan 
akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugiannya, 
pemecahan atau cara bertindak yang mungkin atau dapat 
dilakukan; 

5) Simpulan, yang memuat intisari hasil telaahan, yang merupakan 
pilihan cara bertindak atau jalan keluar; dan 

6) Tindakan yang disarankan, yang memuat secara ringkas dan jelas 
saran atau usul tindakan untuk mengatasi persoalan yang 
dihadapi. 

c) Kaki 

Bagian kaki telaahan staf ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang 
terdiri dari: 

1) nama jabatan pembuat telaahan staf, yang ditulis dengan huruf 
awal kapital; 

2) tanda tangan; 

3) nama lengkap; dan 

4) daftar lampiran (jika diperlukan). 
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Contoh Format Telaahan Staf 



TELAAHAN STAF 
TENTANG 



I. Persoalan 

Bagiar. persoalan memuat perr.jataar. singkat dar. j elas^er. tar. g persoalan jar.g 
akar. dipecahkan. 

II. Praar.ggapar. 

Praar.ggapar memuat dugaan >ar.g beralasan berdasarkan data dar. salir.g 
berhubungan sesuai dengar, situasi yang dihadapi dar. merupakan 
kEmur. gkir.ar. kejadian dimasa mEr.datar.g. 

UI . Fakta >an g Memper. garuh i 

Bagian fakta yang mempengaruhi memuat fakta jarg mErupakar. lar. dasar. 
aralisiSi dar. pemecahan persoalan. 

IV. Ar.alisiSi 

Bagian ini memuat ar.alisiSi per. garuk praar.ggapar. dar. fakta terhadap 
persoalan EiErLa akibatnya, hambatar. Eierta keur.tur. gar. dar. kerugiannya. Sierta 
pemecahan atau tara bertir. dak yang mungkir atau dapat dilakukar. 

V. Simpulan 

Bagiar. simpular. memuat intisari hasil diskusi dar. pilih. ar. dar. satu tara 
bertir. dak atau jalar, keluar sebagai pemecahan persoalan yar. g dihadapi. 

VI. Sarar. 

Bagiar. sarar. memuat sacara rir.gkaEi dar. jelas teri tar. g sarar. tir.dakar. ur.tuk 
mer. gatasi persoalan yar. g dihadapi. 

hama Jabatar. Pembuat Telaahar. Staf 
Tar. da Tar. gar. 
Nama Lengkap 
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BAB II 

PEMBUATAN NASKAH DINAS 



A. Persyaratan Pembuatan 

Setiap naskah dinas harus merupakan intisari dari pemikiran yang ringkas 
dan jelas sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya naskah dinas yang 
disusun secara sistematis. Dalam pembuatannya perlu memperhatikan 
syarat-syarat sebagai berikut: 

1 . Ketelitian 

Dalam membuat naskah dinas harus mencerminkan ketelitian dan 
kecermatan, baik dalam bentuk, susunan, pengetikan, isi, struktur, 
kaidah bahasa, dan penerapan kaidah ejaan di dalam pengetikan. 

2. Kejelasan 

Naskah dinas harus memperlihatkan kejelasan maksud dari materi yang 
dimuat dalam naskah dinas. 

3. Logis dan Singkat 

Naskah dinas harus menggunakan bahasa Indonesia yang formal, logis 
secara efektif, singkat, padat, dan lengkap sehingga mudah dipahami 
bagi pihak yang menerima naskah dinas. 

4. Pembakuan 

Naskah dinas harus taat mengikuti aturan baku yang berlaku sehingga 
dapat menjamin terciptanya arsip yang autentik dan reliable. 

B. Penomoran Naskah Dinas 

Penomoran pada naskah dinas merupakan bagian penting dalam proses 
penciptaan arsip. Oleh karena itu, susunannya harus dapat memberikan 
kemudahan penyimpanan, pengamanan, temu balik, dan penilaian arsip. 
1. Nomor Naskah Dinas Arahan 

a. Peraturan, Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis, 

Instruksi, Prosedur Tetap (Standar Operasional Prosedur), dan Surat 

Edaran 

Susunan nomor naskah dinas yang bersifat pengaturan dan 
penetapan terdiri dari tulisan Nomor, nomor naskah (nomor urut 
dalam satu tahun takwim), tulisan Tahun dengan huruf kapital, dan 
tahun terbit. 
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Contoh Format Penomoran Peraturan: 



PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR ... TAHUN ... 
TENTANG 
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS 

Contoh Format Penomoran Prosedur Tetap: 

PROSEDUR TETAP 
NOMOR ... TAHUN ... 
TENTANG 
PROSEDUR PENGAMANAN GEDUNG 

Contoh Format Penomoran Surat Edaran: 

SURAT EDARAN 
NOMOR ... TAHUN ... 
TENTANG 

TATA CARA PENGAJUAN ANGKA KREDIT 
BAGI PEJABAT FUNGSIONAL ARSIPARIS 

NOMOR ... TAHUN ... 

Nomor Naskah 

Tahun Terbit 

b. Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis 

Pedoman dan petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis merupakan 

peraturan, yang penomorannya sama dengan nomor peraturan. 

Susunan penomoran pedoman dan petunjuk pelaksanaan/ petunjuk 

teknis adalah sebagai berikut: 

1) Nomor urut pedoman dan petunjuk pelaksanaan/ petunjuk 
teknis; dan 

2) Tahun terbit. 
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Contoh Format Penomoran Pedoman: 
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR ... TAHUN ... 
TENTANG 

PEDOMAN UMUM 



Contoh Format Penomoran Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis: 
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR ... TAHUN ... 
TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN/ PETUNJUK TEKNIS 

c. Surat Perintah/ Surat Tugas 

Susunan penomoran surat perintah/ surat tugas adalah sebagai 

berikut: 

1) Kode klasifikasi; 

2) Nomor urut surat perintah/ surat tugas; dan 

3) Tahun terbit. 



Contoh Format Surat Perintah: 
SURAT PERINTAH/ SURAT TUGAS 
NOMOR KP.OO. 00/2350/2013 

KP. 00. 00 : Kode Klasifikasi; 
2350 : Nomor Urut Surat; 

2013 : Tahun 2013 



2. Nomor Surat Dinas 

Susunan nomor surat dinas meliputi: 

1) kategori klasifikasi keamanan surat dinas; 

2) nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun takwim); 

3) kode klasifikasi arsip; 

4) bulan; dan 

5) tahun terbit. 
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Contoh Format Penomoran Surat Dinas: 
R/01/KP.01/VI^2013 



■+ Kategori klasifikasi keamanan 
yang Bersifat Rahasia 



Nomor Urut Naskah Dinas 



Kode klasifikasi 



Bulan 



-+ Tahun Terbit 



3. Nomor Nota Dinas 

Nota dinas bersifat internal, dengan susunan penomoran sebagai 
berikut: 

a. nomor naskah dinas (nomor urut dalam satu tahun takwim); 

b. kode klasifikasi; 

c. bulan (ditulis dalam dua digit); dan 

d. tahun terbit. 



Contoh Format Penomoran Nota Dinas: 
Nota Dinas yang ditandatangani Deputi Bidang Konservasi 
Nomor 190/ KN.01/XI/2013 

190 : Nomor urut Nota Dinas dalam satu tahun 

takwim / kalender 
KN . 1 : Kode Klasifikasi 
XI : Bulan Ke- 1 1 (November) 

2013 : Tahun 2013 



Arsip 



C. Penggunaan Kertas, Amplop Dan Tinta 

Kertas, amplop, dan tinta merupakan media/sarana surat-menyurat untuk 

merekam informasi dalam komunikasi kedinasan. 

1. Kertas Surat 

a. Penggunaan Kertas 

1) Kertas yang digunakan untuk kegiatan dinas adalah HVS minimal 

70 gram, antara lain untuk kegiatan surat-menyurat, 

penggandaan, dan dokumen pelaporan. 



2) Pembuatan. 
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2) Pembuatan naskah dinas dari draf hingga nett yang dibubuhi 
paraf tidak boleh menggunakan kertas bekas karena naskah dinas 
dari draf sampai dengan ditandatangani merupakan satu berkas 
arsip. 

3) Naskah dinas yang bernilaiguna sekunder atau permanen, harus 
menggunakan kertas dengan standar kertas permanen: 

a) Gramatur minimal 70 gram/ m 2 ; 

b) Ketahanan sobek minimal 350 mN 

c) Ketahanan lipat minimal 2,42 (metode schopper) atau 2,18 
(metode MIT) 

d) pH pada rentang 7,5-10 

e) Kandungan alkali kertas minimal 0,4 mol asam/ kg 

f) Daya tahan oksidasi mengandung bilangan kappa minimal 5 

4) Kertas yang digunakan untuk naskah dinas ukurannya 
disesuaikan dengan jenis naskah yang terdiri dari: 

a) Naskah dinas arahan menggunakan kertas F4 berukuran 2 1 x 
330 mm; 

b) Naskah dinas korespondensi menggunakan kertas A4 yang 
berukuran 297 x 210 mm ( 8% x 1 l 3 A inci); 

c) Naskah dinas khusus menggunakan kertas A4 yang berukuran 
297 x 210 mm ( 8% x 1 1 3 / 4 inci); 

d) Laporan menggunakan kertas A4 yang berukuran 297 x 210 
mm ( 8% x 11% inci); dan 

e) Telaahan staf menggunakan kertas A4 yang berukuran 297 x 
210 mm ( 8% x 1 1% inci). 

2. Amplop 

Amplop adalah sarana kelengkapan penyampaian surat, terutama untuk 
surat keluar lembaga. Ukuran, bentuk, dan warna sampul yang 
digunakan untuk surat-menyurat di lingkungan lembaga, diatur sesuai 
dengan keperluan lembaga masing-masing dengan mempertimbangkan 
efisiensi, 
a. Ukuran 

Ukuran amplop yang digunakan untuk pengiriman naskah dinas 
disesuaikan dengan jenis, ukuran dan ketebalan naskah dinas yang 
akan didistribusikan. 



b. Warna. 
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b. Warna 

Amplop naskah dinas menggunakan kertas berwarna putih atau 
coklat muda. 

c. Penulisan Pengirim dan Tujuan 

Pada amplop harus dicantumkan alamat pengirim dan alamat 
tujuan. Alamat pengirim berupa lambang negara/ logo lembaga, nama 
lembaga/jabatan, serta alamat lembaga, sedangkan alamat tujuan 
naskah dinas ditulis lengkap dengan nama jabatan/ lembaga dan 
alamat lembaga. 

d. Cara Melipat dan Memasukkan Surat ke dalam Sampul 

Surat yang siap untuk dikirim dilipat sesuai ukuran amplop dengan 
mempertemukan sudut-sudutnya agar lipatannya lurus dan rapi 
dengan kepala surat menghadap ke depan ke arah 
penerima/pembaca surat. Pada amplop yang mempunyai jendela 
kertas kaca, kedudukan alamat tujuan pada kepala surat harus tepat 
pada jendela amplop. 
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Contoh Format Melipat Kertas Surat 



O 



. .. : l-u.' 'j ;m 



Lembar Kertas Surat 



O 



"Cr 



Pertama, sepertiga bagian 
bawah lembaran kertas 
surat dilipat ke depan 




C 



Ketiga, surat dimasukkan 
ke dalam sampul dengan 
bagian kepala surat 
menghadap ke depan ke 
arah pembaca penerima 

I 



Kedua, sepertiga bagian a.as 
lembaran kertas surat 
dilipat ke belakang 




Pada sampul yang 
menggunakan jendela kertas 
kaca, alamat tujuan pada 
kepala surat harus tepa - , d: 
balik jendela kertas kaca 

D. Ketentuan Jarak Spasi, Jenis dan Ukuran Huruf, serta Kata Penyambung 
Dalam penentuan jarak spasi, hendaknya diperhatikan aspek keserasian, 
estetika, banyaknya isi naskah dinas dengan memperhatikan ketentuan 
sebagai berikut: 

1. Jarak antara judul dan isi adalah dua spasi. 

2. Jika judul lebih dari satu baris, jarak antara baris pertama dengan baris 
kedua adalah satu spasi. 

3. Jarak masing-masing baris disesuaikan dengan keperluan. 



Jenis... 
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Jenis dan Ukuran Huruf 

1 . Jenis huruf yang digunakan pada kop naskah dinas adalah tahoma 1 2 . 

2. Jenis huruf yang digunakan untuk naskah dinas arahan adalah 
bookman old style 12. 

3. Jenis naskah dinas lainnya menggunakan huruf arial 12. 

Kata Penyambung 

Kata penyambung adalah kata yang digunakan sebagai tanda bahwa 
teks masih berlanjut pada halaman berikutnya (jika naskah lebih dari satu 
halaman). Kata penyambung ditulis pada akhir setiap halaman pada baris 
terakhir teks di sudut kanan bawah halaman dengan urutan kata 
penyambung dan tiga buah titik. Kata penyambung itu diambil persis sama 
dari kata pertama halaman berikutnya. Jika kata pertama dari halaman 
berikutnya menunjuk pasal atau diberi garis bawah atau dicetak miring, 
kata penyambung juga harus dituliskan sama. Kata penyambung tidak 
digunakan untuk pergantian bagian. 

Contoh Format Penulisan Kata Penyambung Pada Halaman 1 Baris Paling 

Bawah 



adalah media. 



Media 



<- Kata Penyambung 



Kata pertama pada halaman 2 baris paling atas kiri adalah media 
elektronik ...dst. 





- 2 - 


media elektronik , , 




dst. 





E. Penentuan. 
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E. Penentuan Batas / Ruang Tepi 

Demi keserasian dan kerapian (estetika) dalam penyusunan naskah dinas, 
diatur supaya tidak seluruh permukaan kertas digunakan secara penuh. 
Oleh karena itu, perlu ditetapkan batas antara tepi kertas dan naskah, baik 
pada tepi atas, kanan, bawah, maupun pada tepi kiri sehingga terdapat 
ruang yang dibiarkan kosong. Penentuan ruang tepi dilakukan berdasarkan 
ukuran yang terdapat pada peralatan yang digunakan untuk membuat 
naskah dinas, yaitu: 

1. ruang tepi atas: apabila menggunakan kop naskah dinas, 2 spasi 
dibawah kop, dan apabila tanpa kop naskah dinas, sekurang-kurangnya 
2 cm dari tepi atas kertas; 

2. ruang tepi bawah: sekurang-kurangnya 2,5 cm dari tepi bawah kertas; 

3. ruang tepi kiri: sekurang-kurangnya 3 cm dari tepi kiri kertas; dan 

4. ruang tepi kanan: sekurang-kurangnya 2 cm dari tepi kanan kertas. 

Catatan: 

Dalam pelaksanaannya, penentuan ruang tepi seperti tersebut di atas 
bersifat fleksibel, disesuaikan dengan banyak atau tidaknya isi suatu 
naskah dinas. Penentuan ruang tepi (termasuk juga jarak spasi dalam 
paragraf) hendaknya memperhatikan aspek keserasian dan estetika. 

F. Nomor Halaman 

Nomor halaman naskah dinas ditulis dengan menggunakan nomor urut 
angka Arab dan dicantumkan secara simetris di tengah atas dengan 
membubuhkan tanda hubung (-) sebelum dan setelah nomor, kecuali 
halaman pertama naskah dinas yang menggunakan kop naskah dinas tidak 
perlu mencantumkan nomor halaman. 

G. Tembusan 

Tembusan surat bagian ini dicantumkan di sebelah kiri bawah, yang 
menunjukan bahwa pihak tersebut perlu mengetahui isi surat tersebut. 

H. Lampiran 

Jika naskah memiliki beberapa lampiran, setiap lampiran harus diberi 
nomor urut dengan angka Arab. Nomor halaman lampiran merupakan 
nomor lanjutan dari halaman sebelumnya. 



I. Penggunaan. 
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I. Penggunaan Logo Lembaga/ Lambang Negara 

Lambang negara, logo, dan cap dinas digunakan dalam tata naskah dinas 
sebagai tanda pengenal atau identifikasi yang bersifat tetap dan resmi. 
Untuk memperoleh keseragaman dalam penyelenggaraan tata naskah dinas 
di seluruh jajaran aparatur pemerintah, perlu ditentukan penggunaan 
lambang negara, logo, dan cap dinas pada kertas surat dan amplop. 
1 . Penggunaan Lambang Negara 

Ketentuan penggunaan Lambang Negara untuk Tata Naskah Dinas 

adalah sebagai berikut. 

a. Lambang Negara digunakan dalam Tata Naskah Dinas sebagai tanda 
pengenal atau identifikasi yang bersifat tetap dan resmi. 

b. Lambang Negara digunakan pada naskah dinas yang ditandatangani 
sendiri oleh: 

1) Presiden dan Wakil Presiden; 

2) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan 
Rakyat; 

3) Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; 

4) Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan Perwakilan Daerah; 

5) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada 
Mahkamah Agung, serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada 
semua badan peradilan; 

6) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Konstitusi pada Mahkamah 
Konstitusi; 

7) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; 

8) Menteri, Wakil Menteri, jabatan setingkat menteri, dan wakil 
jabatan setingkat menteri; 

9) Kepala lembaga pemerintah non kementerian; 

10) Ketua dan anggota lembaga non struktural (pejabat negara 
lainnya yang ditentukan oleh undang-undang); 

11) Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang 
berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa 
Penuh; 

12) Gubernur dan Wakil Gubernur; dan 

13) Bupati/ Walikota dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota. 



c. Lambang. 
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c. Lambang Negara dapat digunakan pada naskah dinas yang 
ditandatangani oleh pejabat yang bertindak atas nama pejabat yang 
diwakilinya. 

d. Lambang negara ditempatkan pada bagian atas kepala surat secara 
simetris pada naskah dinas. 

2. Penggunaan Logo 

a. Logo adalah tanda pengenal atau identitas berupa simbol atau huruf 
yang digunakan dalam Tata Naskah Dinas sebagai identitas lembaga 
agar publik lebih mudah mengenalnya. 

b. Setiap lembaga wajib memiliki logo sebagai identitas lembaga. 

c. Logo digunakan oleh pejabat berwenang selain pimpinan tertinggi 
pada lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah dan sekretariat 
lembaga negara. 

d. Logo ditempatkan di sebelah kiri kepala surat pada naskah dinas. 

3. Penggunaan Lambang Negara dan Logo dalam Kerja Sama 

a. Dalam kerjasama yang dilakukan antar pemerintah (G to G), 
menggunakan map naskah dinas dengan lambang negara. 

b. Tata letak logo dalam perjanjian kerja sama sektoral, baik antar 
kementerian/ kabupaten/ kota (di dalam negeri), logo yang dimiliki 
lembaga masing-masing diletakkan di atas map naskah perjanjian. 

J. Pengaturan Paraf Naskah Dinas Dan Penggunaan Cap 
1 . Pengaturan Paraf Dinas 

a. Pembubuhan Paraf Secara Hierarkhis. 

1) Naskah dinas sebelum ditandatangani oleh pejabat yang 
berwenang konsepnya harus diparaf terlebih dahulu minimal oleh 
dua pejabat pada dua jenjang jabatan struktural dibawahnya; 

2) Naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan 
menandatangani naskah dinas tersebut tidak memerlukan paraf; 

3) Naskah dinas yang konsepnya terdiri dari beberapa lembar, harus 
diparaf terlebih dahulu pada setiap lembar naskah dinas oleh 
pejabat yang menandatangani dan pejabat pada dua jenjang 
jabatan struktural dibawahnya; dan 

4) Letak pembubuhan paraf diatur sebagai berikut: 



a) Untuk. 
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a) Untuk paraf pejabat yang berada satu tingkat di bawah pejabat 
penandatangan naskah dinas berada di sebelah kanan/ setelah 
nama jabatan penandatangan; 

b) Untuk paraf pejabat yang berada dua tingkat di bawah pejabat 

penandatangan naskah dinas berada di sebelah kiri/ sebelum 
nama jabatan penandatangan; dan 

c) Untuk paraf pejabat yang berada tiga tingkat disebelah paraf 
pejabat yang di atasnya. 

b. Pembubuhan Paraf Koordinasi. 

Naskah dinas yang materinya saling berkaitan dan memerlukan 
koordinasi antar unit kerja maka pejabat yang berwenang dari unit 
terkait ikut serta membubuhkan paraf pada kolom paraf koordinasi. 

Contoh Format Bentuk Kolom Paraf Koordinasi: 



KOLOM PARAF KOORDINASI UNTUK ESELON I 



PARAF KOORDINASI 


SEKRETARIS JENDERAL 




INSPEKTUR JENDERAL 




DIRJEN I 




DIRJEN II 




KABAN I 




KABAN II 




STAF AHLI BID 





KOLOM PARAF KOORDINASI UNTUK ESELON II 



PARAF KOORDINASI 


KARO I 




KARO II 




KARO III 




KARO IV 




KARO V 





2. Penggunaan. 
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2. Penggunaan Cap 

a. Pengertian Cap 

Cap adalah alat untuk membuat rekaman tanda atau simbol suatu 
lembaga. Cap digunakan untuk pengabsahan naskah dinas. Cap 
dinas dibagi menjadi dua, yaitu: 

1) Cap Jabatan 

Cap jabatan adalah cap yang memuat nama jabatan yang 
digunakan sebagai tanda keabsahan naskah dinas. 

2) Cap Lembaga 

Cap lembaga adalah cap yang memuat lambang negara/ logo 
lembaga yang digunakan sebagai tanda keabsahan naskah dinas. 

b. Bentuk Cap 

1) Cap Jabatan 

Untuk lembaga, menggunakan tinta berwarna ungu dengan 
ukuran diameter sebagai berikut: 



2) Cap Lembaga 

Bentuk dan spesifikasi cap lembaga dengan logo adalah sebagai 
berikut: 

Bentuk bundar, terdiri dari tiga lingkaran dengan jari-jari RI = 
18,5 mm, R2 = 17,5 mm, dan R3 = 13,5 mm. Tebal garis lingkaran 
RI = + 0,8 mm dan R2 = R3 = + 0,2 mm. (Pindahkan ke samping 
gambar) . 



40 mm 




39 mm 



Gambar 1 . Cap Jabatan 



Logo. 
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Gambar 2. Cap Lembaga 

c. Penggunaan Cap untuk Naskah Dinas Sangat Rahasia 

Cap yang digunakan untuk naskah dinas yang membutuhkan 
tingkat pengamanan tinggi (naskah dinas sangat rahasia) sebaiknya 
menggunakan cap yang dicetak timbul (emboss) tanpa menggunakan 
tinta dengan maksud untuk menghindari penyalahgunaan 
pemakaian. 

K. Perubahan, Pencabutan, Pembatalan dan Ralat Naskah Dinas 

Perubahan, pencabutan, pembatalan, serta ralat naskah dinas dapat 
dilakukan dengan syarat harus jelas menunjukkan naskah dinas atau 
bagian mana dari naskah dinas tersebut yang diadakan perubahan, 
pencabutan, pembatalan, dan/ atau ralat. 
1. Pengertian 
a. Perubahan 

Perubahan adalah mengubah bagian tertentu dari naskah dinas yang 
dinyatakan dengan lembar perubahan. 



b. Pencabutan. 
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b. Pencabutan 

Pencabutan adalah mencabut naskah dinas tertentu karena 
bertentangan atau tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang- 
undangan yang lebih tinggi, khusus, atau naskah dinas yang baru 
ditetapkan. 

c. Pembatalan 

Pembatalan adalah menyatakan bahwa seluruh materi naskah dinas 
tidak diberlakukan lagi melalui suatu pernyataan pembatalan dalam 
naskah dinas yang baru. 

d. Ralat 

Ralat adalah perbaikan yang dilakukan terhadap sebagian materi 
naskah dinas melalui pernyataan ralat dalam naskah dinas yang 
baru. 

2. Tata Cara Perubahan, Pencabutan, Pembatalan, dan Ralat 

a. Naskah dinas yang bersifat mengatur, apabila diubah, dicabut, atau 
dibatalkan, harus diubah, dicabut, atau dibatalkan dengan naskah 
dinas yang setingkat atau lebih tinggi. 

b. Pejabat yang berhak menentukan perubahan, pencabutan, dan 
pembatalan adalah pejabat yang menandatangani naskah dinas 
tersebut atau oleh pejabat yang lebih tinggi kedudukannya. 

c. Ralat yang bersifat kekeliruan kecil, seperti salah ketik, dilaksanakan 
oleh pejabat yang menandatangani naskah dinas. 



BAB III. 
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BAB III 

PENGAMANAN NASKAH DINAS 

A. Penentuan Kategori Klasifikasi Keamanan dan Akses Naskah Dinas 
Kategori klasifikasi keamanan untuk naskah dinas, terdiri dari: 

1 . Sangat rahasia adalah naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya 
diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan 
kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dan keselamatan negara; 

2. Rahasia adalah naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya 
diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan 
terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, 
ketertiban umum, termasuk terhadap ekonomi makro. Apabila informasi 
yang terdapat dalam naskah dinas bersifat sensitif baik bagi lembaga 
maupun perorangan akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap 
privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak 
kemitraan dan reputasi; 

3. Terbatas adalah naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya 
diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan 
terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga, seperti kerugian 
finansial yang signifikan; dan 

4. Biasa/ Terbuka adalah naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya 
dibuka untuk umum tidak membawa dampak apapun terhadap 
keamanan negara. 

Penentuan keempat tingkat klasifikasi keamanan tersebut disesuaikan 
dengan kepentingan dan substansi naskah dinas. Di suatu lembaga, 
dimungkinkan untuk membuat sekurang-kurangnya 2 (dua) 
tingkat /derajat klasifikasi naskah dinas. 
Hak akses naskah dinas: 

1. Naskah dinas berklasifikasi sangat rahasia, rahasia, dan terbatas hak 
akses diberikan kepada pimpinan tertinggi lembaga dan yang setingkat 
dibawahnya apabila sudah diberikan izin, pengawas internal/ eksternal 
dan penegak hukum; dan 

2. Naskah dinas berklasifikasi biasa/ terbuka, hak akses diberikan kepada 
semua tingkat pejabat dan staf yang berkepentingan. 



B. Perlakuan. 
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B. Perlakuan Terhadap Naskah Dinas Berdasarkan Klasifikasi Keamanan dan 
Akses 

1. Pemberian Kode Derajat Klasifikasi Keamanan dan Akses 

Perlakuan naskah dinas berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses, 
diberikan kode derajat pengamanan di amplop dan di sebelah kiri atas 
naskah dinas serta penggunaan amplop rangkap dua untuk naskah 
dinas yang sangat rahasia dan rahasia. Untuk kode derajat klasifikasi: 

a. Naskah dinas Sangat Rahasia diberikan kode 'SR' dengan 
menggunakan tinta warna merah; 

b. Naskah dinas Rahasia diberikan kode 'R' dengan menggunakan tinta 
warna merah; 

c. Naskah dinas Terbatas diberikan kode T' dengan menggunakan tinta 
hitam; dan 

d. Naskah dinas Biasa/Terbuka diberikan kode 'B' dengan 
menggunakan tinta hitam. 

2. Pemberian Nomer Seri Pengaman dan Security Printing 

Security printing adalah percetakan yang berhubungan dengan 
pengamanan tingkat tinggi pada naskah, dengan tujuan untuk 
mencegah pemalsuan dan perusakan serta jaminan terhadap 
keautentikan dan keterpercayaan naskah dinas. Security printing 
menggunakan metode-metode teknis sebagai berikut: 
a. Kertas khusus 

Kertas yang dipakai sebagai pengamanan memiliki nomor seri 
pengaman yang letaknya diatur secara tersendiri dan hanya 
diketahui oleh pihak-pihak tertentu. Penggunaan kertas ini harus 
berurutan sesuai dengan nomor serinya sehingga memudahkan 
pelacakan. 



b. Watermark. 
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b. Watermarks 



Gambar 3. Watermarks 

Adalah gambar dikenali atau pola pada kertas yang muncul lebih 
terang atau lebih gelap dari sekitar kertas yang harus dilihat dengan 
cahaya dari belakang kertas, karena variasi kerapatan kertas, 
c. Rosettes 




Gambar 4. Rosettes 

Adalah suatu teknik security printing yang berbentuk garis-garis 
melengkung tidak terputus dan menempati suatu area tertentu. 
Biasanya menyerupai bunga, 
d. Guilloche 




Gambar 5. Guilloche 



Adalah suatu teknik security printing yang terdiri dari garis-garis 
melengkung tidak terputus yang menempati suatu area terbatas yang 
terbuat sedemikian rupa sehingga membentuk suatu ornamen border 
yang indah. 



e. Filter Image. 
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e. Filter image 
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Gambar 6. Filter Image 

Adalah suatu teknik security printing yang hanya dapat terlihat bila 
filter viewer ini dipasang pada permukaan cetak, dan tanpa alat 
pembaca ini, text tidak dapat terbaca, 
f. Anticopy 
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\3 









/Hasil Fotocopy 



Gambar 7. Anticopy 

Adalah suatu teknik security printing dengan garis atau raster pada 
area tertentu dan tersembunyi hanya akan nampak apabila dokumen 
ini difotocopi. 
g. Microtext 




Gambar 8. Microtext 

Adalah suatu teknik security printing yang memakai elemen 
pengaman yang tersembunyi terdiri dari teks dengan ukuran sangat 
kecil sehingga secara kasat mata akan tampak seperti suatu garis. 
Perlu bantuan lensa pembesar untuk melihat teks ini. 
h. Line width modulation 




Gambar 9. Line Width Modulation 



Adalah. 
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Adalah suatu teknik security printing yang terbentuk dari susunan 
garis yang mengalami penebalan pada garis-garis desain lurus 
maupun lengkungan pada area tertentu, 
i. Relief motif 




Gambar 10. Relief Motif 



Adalah suatu teknik security printing yang dibentuk dengan 
pembengkokan pada areal tertentu sehingga akan menimbulkan 
image seolah-olah desain relief (motif) terkesan timbul. 

j. Invisible ink 



Gambar 1 1 . Invisible Ink 

Adalah suatu teknik security printing yang berupa aplikasi teks, 
gambar maupun logo yang dicetak dengan tinta sekuriti khusus 
untuk pengamanan. Tinta tersebut hanya akan tampak apabila 
diamati dibawah sinar ultra violet. 



3. Pembuatan. 
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3. Pembuatan dan Pengawasan Naskah Dinas yang Bersifat Rahasia 

Pembuatan dan pengawasan nomor seri pengaman dan pencetakan 
pengamanan naskah dinas dilakukan oleh unit kerja yang secara 
fungsional mempunyai tugas dan fungsi berkaitan dengan 
ketatausahaan. Pembuatan nomor seri pengaman dan pencetakan 
pengamanan dikoordinasikan dengan lembaga teknis terkait. 
Untuk penomoran surat yang membutuhkan pengamanan tinggi, 
diperlukan penulisan kode khusus yang tidak mudah untuk diingat. 



BAB IV. 
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BAB IV 

KEWENANGAN PENANDATANGANAN 

A. Penggunaan Garis Kewenangan 

Pimpinan lembaga bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilakukan 
di dalam organisasi atau lembaganya. Tanggung jawab tersebut tidak dapat 
dilimpahkan atau diserahkan kepada seseorang yang bukan pejabat 
berwenang. Garis kewenangan digunakan jika surat dinas ditandatangani 
oleh pejabat yang mendapat pelimpahan dari pejabat yang berwenang. 

B. Penandatanganan 

Penandatanganan surat dinas yang menggunakan garis kewenangan dapat 

dilaksanakan dengan menggunakan empat cara. 

1. Atas Nama (a.n.) 

Atas nama yang disingkat (a.n.) digunakan jika pejabat yang 
menandatangani surat dinas telah diberi kuasa oleh pejabat yang 
bertanggung jawab, berdasarkan bidang tugas dan tanggung jawab 
pejabat yang bersangkutan. Tanggung jawab tetap berada pada pejabat 
yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan 
wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang 
melimpahkan wewenang. 

Susunan penandatanganan atas nama (a.n.) pejabat lain yaitu nama 
jabatan pejabat yang berwenang ditulis lengkap dengan huruf kapital 
pada setiap awal kata, didahului dengan singkatan a.n. 



Contoh. 
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Contoh Format Atas Nama: 

a. n. Menteri 

Direktur Jenderal 



2. Untuk Beliau (u.b.) 

Untuk beliau yang disingkat (u.b.) digunakan jika yang diberikan kuasa 
memberikan kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat di bawahnya, 
sehingga untuk beliau (u.b.) digunakan setelah atas nama (a. n.). 
Pelimpahan wewenang ini mengikuti urutan sampai dua tingkat 
struktural di bawahnya. Tanggung jawab tetap berada pada pejabat yang 
melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan 
wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang 
melimpahkan wewenang. 

Contoh Format Untuk Beliau: 

a. n Menteri 

Sekretaris Kementerian, 
u.b. 

Kepala Biro 



3. Pelaksana Tugas (Plt.) 

Ketentuan penandatanganan pelaksana tugas, yang disingkat (Plt.), 
adalah sebagai berikut: 

a. Pelaksana tugas (Plt.) digunakan apabila pejabat yang berwenang 
menandatangani naskah dinas belum ditetapkan karena menunggu 
ketentuan bidang kepegawaian lebih lanjut. 



b. Pelimpahan. 
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b. Pelimpahan wewenang bersifat sementara, sampai dengan pejabat 
yang definitif ditetapkan. 

c. Plt bertanggung jawab atas naskah dinas yang ditandatanganinya. 

Contoh Format Pelaksana Tugas: 

Plt. Kepala Biro Umum, 



Tanda Tangan 



4. Pelaksana Harian (Plh.) 

Ketentuan penandatanganan pelaksana harian, yang disingkat (Plh.), 
adalah sebagai berikut: 

a. Pelaksana harian (Plh.) digunakan apabila pejabat yang 
berwenang menandatangani naskah dinas tidak berada di tempat 
sehingga untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sehari-hari perlu 
ada pejabat sementara yang menggantikannya. 

b. Pelimpahan wewenang bersifat sementara, sampai dengan pejabat 
yang definitif kembali di tempat. 

c. Plh mempertanggungjawabkan naskah dinas yang ditandatanganinya 
kepada pejabat definitif. 

Contoh Format Pelaksana Harian: 

Plh. Kepala Biro Umum, 

Tanda Tangan 
Nama Lengkap 



C. Kewenangan Penandatanganan 

1. Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani 
naskah dinas antar lembaga yang bersifat 



kebijakan. 
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kebij akan/ keputusan/ arahan berada pada pejabat pimpinan 
tertinggi lembaga. 
2. Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani 
naskah dinas yang tidak bersifat 

kebij akan/ keputusan/ arahan dapat dilimpahkan kepada 
pimpinan lembaga di setiap tingkat eselon atau pejabat lain 
yang diberi kewenangan untuk menandatanganinya. 



BAB V. 
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BAB V 

PENGENDALIAN NASKAH DINAS 

Pengaturan tentang pengendalian naskah dinas merupakan tahapan 
lanjutan dari penciptaan naskah dinas. Pengendalian naskah dinas harus 
diikuti dengan tindakan yang meliputi tahapan sebagai berikut: 

A. Naskah Dinas Masuk 

1. Naskah dinas masuk adalah semua naskah dinas yang diterima dari 
orang/lembaga lain. Prinsip penanganan naskah dinas masuk: 

a. Penerimaan naskah dinas masuk dipusatkan di unit kearsipan atau 
unit lain yang menyelenggarakan fungsi kesekretariatan. 

b. Penerimaan naskah dinas dianggap sah apabila diterima oleh petugas 
atau pihak yang berhak menerima di unit kearsipan. 

c. Naskah dinas masuk yang disampaikan langsung kepada pejabat 
atau staf unit pengolah harus diregistrasikan di unit kearsipan. 

2. Pengendalian naskah dinas masuk dilaksanakan melalui tahapan 
sebagai berikut: 

a. Penerimaan 

Naskah dinas masuk yang diterima dalam sampul tertutup 
dikelompokkan berdasarkan kategori klasifikasi keamanan: sangat 
rahasia (SR), rahasia (R), terbatas (T), biasa (B). 

b. Pencatatan 

1) Naskah dinas masuk yang diterima dari petugas penerimaan yang 
telah dikelompokkan berdasarkan kategori klasifikasi keamanan. 

2) Pengendalian naskah dinas dilakukan dengan registrasi naskah 
dinas pada sarana pengendalian naskah dinas. Registrasi naskah 
dinas meliputi: 

a) Nomor urut. 

b) Tanggal penerimaan. 

c) Tanggal dan nomor naskah dinas. 

d) Asal naskah dinas. 

e) Isi ringkas naskah dinas. 

f) Unit kerja yang dituju. 

g) Keterangan. 

3) Sarana... 
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3) Sarana pengendalian naskah dinas antara lain dapat berupa: 

a) Buku Agenda Naskah Dinas Masuk. 

b) Kartu kendali. 

c) Takah. 

d) Agenda Elektronik. 

c. Pengarahan 

1) Pengarahan naskah dinas masuk dengan kategori sangat rahasia, 
rahasia, dan terbatas disampaikan langsung kepada unit pengolah 
yang dituju. 

2) Pengarahan naskah dinas masuk dengan kategori biasa/ terbuka 
dilakukan dengan membuka, membaca dan memahami 
keseluruhan isi dan maksud naskah dinas untuk mengetahui unit 
pengolah yang akan menindaklanjuti naskah dinas tersebut. 

d. Penyampaian 

1) Naskah dinas masuk disampaikan kepada unit pengolah sesuai 
dengan arahan dengan bukti penyampaian naskah dinas. 

2) Bukti penyampaian naskah dinas masuk memuat informasi 
tentang: 

a) Nomor urut pencatatan. 

b) Tanggal dan nomor naskah dinas. 

c) Asal naskah dinas. 

d) Isi ringkas naskah dinas. 

e) Unit kerja yang dituju. 

f) Waktu penerimaan. 

g) Tandatangan dan nama penerima di unit pengolah. 

3) Bentuk bukti penyampaian naskah dinas dapat berupa: 

a) Buku ekspedisi. 

b) Lembar tanda terima penyampaian. 

B. Naskah Dinas Keluar 

1. Naskah dinas keluar adalah semua naskah dinas yang dikirim 
ke orang/ lembaga lain. Prinsip pengendalian naskah dinas keluar: 
a. Pengiriman naskah dinas keluar dipusatkan dan diregistrasi di unit 
kearsipan atau unit lain yang menyelenggarakan fungsi 
kesekretariatan termasuk naskah dinas yang dikirimkan langsung 
oleh pejabat atau staf unit pengolah. 



b. Sebelum. 
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b. Sebelum diregistrasi harus dilakukan pemeriksaan terhadap 
kelengkapan naskah dinas, meliputi: 

1) Nomor naskah dinas; 

2) Cap dinas; 

3) Tandatangan; 

4) Alamat yang dituju; dan 

5) Lampiran (jika ada). 

2. Pengendalian naskah dinas keluar dilaksanakan melalui tahapan 
sebagai berikut: 
a. Pencatatan 

1) Naskah dinas keluar yang dikirim harus diregistrasi pada sarana 
pengendalian naskah dinas keluar. 

2) Pengendalian naskah dinas keluar dilakukan dengan registrasi 
naskah dinas pada sarana pengendalian naskah dinas keluar. 
Informasi sarana pengendalian naskah dinas keluar meliputi: 

a) Nomor urut. 

b) Tanggal pengiriman. 

c) Tanggal dan nomor naskah dinas. 

d) Tujuan naskah dinas. 

e) Isi ringkas naskah dinas. 

f) Keterangan. 

3) Sarana pengendalian naskah dinas keluar antara lain dapat 
berupa: 

a) Buku Agenda Naskah Dinas Keluar. 

b) Kartu kendali. 

c) Takah. 

d) Agenda Elektronik, 
b. Penggandaan 

1) Penggandaan naskah dinas adalah kegiatan memperbanyak 
naskah dinas dengan sarana reproduksi yang tersedia sesuai 
dengan kebutuhan. 

2) Penggandaan naskah dinas dilakukan setelah naskah dinas 
keluar ditandatangani oleh pejabat yang berhak. 

3) Penggandaan naskah dinas keluar yang kategori klasifikasi 
keamanannya sangat rahasia, rahasia, dan terbatas harus 
diawasi secara ketat. 



c. Pengiriman. 
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c. Pengiriman 

1) Naskah dinas keluar yang akan dikirimkan oleh unit pengolah 
dimasukkan ke dalam amplop dengan mencantumkan alamat 
lengkap dan nomor naskah dinas sesuai dengan kategori 
klasifikasi keamanan: Sangat Rahasia (SR), Rahasia (R), 
Terbatas (T), dan Biasa (B). 

2) Khusus untuk naskah dinas dengan kategori klasifikasi 
keamanan Sangat Rahasia (SR), Rahasia (R), dan Terbatas (T) 
dimasukkan ke dalam amplop kedua dengan hanya 
mencantumkan alamat yang dituju dan pembubuhan cap 
dinas. 

3) Untuk mempercepat proses tindak lanjut naskah dinas dapat 
dikirimkan secara khusus dengan menambahkan tanda 'u. p' 
(untuk perhatian) diikuti nama jabatan yang menindaklanjuti 
dibawah nama jabatan yang dituju. 

d. Penyimpanan 

1) Kegiatan pengelolaan naskah dinas keluar harus 
didokumentasikan oleh unit pengolah dan unit kearsipan yang 
berupa sarana pengendalian naskah dinas dan pertinggal 
naskah dinas keluar. 

2) Pertinggal naskah dinas keluar yang disimpan merupakan 
naskah dinas asli yang diparaf oleh pejabat sesuai dengan 
jenjang kewenangannya. 

3) Penyimpanan pertinggal naskah dinas keluar diberkaskan 
menjadi satu kesatuan dengan naskah dinas masuk yang 
memiliki informasi atau subyek yang sama. 
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